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INDRA SAPUTRA, Nomor Pokok E12112263, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, universitas Hasanuddin. Menyusun Skripsi 
dengan judul: “Demokratisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Studi Pemilihan Kepala Desa  Serentak di Kabupaten Bone)”, di 
bawah bimbingan Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si sebagai pembimbing  
I dan Rahmatullah, S.IP, M.Si sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Desa serentak di Kabupaten Bone , mulai dari tahapan persiapan, 
pencalonan hingga pemungutan suara, dari tahapan dijadikan penulis sebagai 
tolak ukur bagaimana proses yang berlangsung selama pemilihan,  serta faktor 
yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala 
Desa serentak di Kabupaten Bone. 
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu 
suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam 
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana 
yang penting dan akan dipelajari, sehingga dapat ditarik satu kesimpulan dan 
dalam pembacaannya mudah dipahami. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, bahwa pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bone telah berjalan sesuai 
dengan   prosedur dan aturan yang berlaku. Sementara tingkat partisipasi 
pemilihan Kepala Desa secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Bone 
juga sangat besar, begitupula iklim kompetisi antar calon berjalan dengan tertib 
dan aman. Sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bone 
penulis  anggap telah berjalan demokratis. Adapun faktor pendukung 
pelaksanaan pemilihan yaitu,  Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, 
Besarnya Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkades,kemudian 
faktor penghambat pelaksanaan pemilihan yaitu, Anggaran yang masih kurang 










INDRA SAPUTRA, id number E12112263, Studies Program of Governance 
science, Department of Political Science and Governance Science, 
Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University . Thesis 
with the title: "Democratization in the Implementation of the Regional 
Government (Village Head Election Study Simultaneously in Bone 
regency)", under the guidance of Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si as 
supervisor I and Rahmatullah, S.IP, M.Si as supervisor II. 
This study aims to determine how the implementation of the Village Head 
Election simultaneously in Bone regency, ranging from the preparation stage, 
the nomination to a vote, on the stage made the author as a benchmark of how 
processes that take place during the elections, as well as factors that support 
and hinder the implementation of the election of village chief simultaneously in 
Bone regency. 
The research method used is a qualitative research method, which is an 
analysis based on data obtained through interviews, observation and 
documentation. By way of organizing data into categories, describe into the 
units, synthesize, choose what is important and will be studied, so that it can 
be drawn a conclusion and in the readings easy to understand. 
Based on the research that has been done with the author, that the 
implementation of the Village Head Election simultaneously in Bone regency 
has been run in accordance with the procedures and rules applicable. While 
the level of electoral participation throughout the Village Head Bone regency is 
also very large, nor a climate of competition among the candidates running in 
an orderly and secure. So that the impslementation of the Village Head Election 
in Bone regency authors consider to have been run democratically. The factors 
supporting the implementation of the election, namely, high level of community 
participation, magnitude Role of Local Governments in Implementing Pilkades, 
then factors inhibiting the implementation of the election, namely, the Budget 







1.1. Latar Belakang 
Era reformasi menimbulkan keterbukaan disegala bidang termasuk di 
dalam  sistem pemerintahan dan politik. Indonesia sendiri mulai merintis sistem 
politik pemerintahannya setelah proklamasi kemerdekaan, namun  saat 
gelombang reformasi 1998 indonesia dapat dikatakan baru menemukan 
system tata kelola Negara yang ideal. Proses reformasi sendiri, yang 
mengubah bangunan politik Indonesia dari otoritarianisme menjadi lebih 
demokratis. Namun perkembangan dalam 17 tahun terakhir menunjukkan 
bahwa dewasa ini dengan proses demokratisasi dan desentralisasi yang pesat 
pengaruh tidak lagi searah dari pusat ke daerah, tetapi apa yang terjadi di 
daerah juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan nasional 
secara kesuluruhan.  
Tuntutan dari reformasi yang berujung desentralisasi ini sebenarnya 
membawa Judul besar perubahan yaitu demokratisasi, dimana demokrasi 
yang dipahami dalam skala nasional digiring masuk ke pemerintahan daerah 
dengan harapan pembangunan demokrasi merata di seluruh Indonesia,  baik 
dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan perpolitikan nasional. 





kepartaian, sistem pemilihan umum, dan hubungan antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah. Ketiga komponen ini memiliki pengaruh serius 
terhadap kehidupan politik pada level desa. Konsekuensinya, frekuensi  
penduduk desa mengikuti pemilihan umum semakin tinggi. Dalam kurun waktu 
lima tahun, paling tidak, mereka akan mengikuti empat pemilu yakni: pemilu 
presiden/wakil presiden, pemilu anggota DPR/DPD/DPRD, pemilu 
gubernur/wakil gubernur, pemilu bupati/wakil bupati dan/atau walikota/wakil 
walikota, serta pemilihan kepala desa (pilkades).  Sementara itu, tatkala 
reformasi merubah hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 
melalui kebijakan desentralisasi yang diaplikasikan sejak 1999, jarak proses 
pembuatan keputusan politik semakin pendek dan pemerintah daerah semakin 
memiliki ruang manuver lebih besar untuk mempercepat pembangunan 
daerah. Hal ini berujung pada pengambilan keputusan politik yang lebih 
demokratis karena rakyat sudah merasa dekat dengan pemimpinnya. 
Demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif dari rakyat dalam proses 
pengambilan kebijakan politik. Rakyat dilibatkan dalam pembuatan keputusan 
yang dilakukan oleh pemerintah,  sehingga kepentingan rakyat  dapat 
tercermin dalam kebijak-kebijakan pemerintahannya. Setiap kebijakan 
pemerintah merupakan cerminan atau representi kepentingan rakyat.1 
                                                          






Menurut Robert Dahl sebagaiman yang dikutip Mas’oed bahwa ;  
“sebuah Negara menjadi demokratis  ketika pemilihan umum telah 
dilaksanakan , hak pilih universal diberikan, didukung oleh kebebasan 
berserikat, berkumpul dan menyuarakan aspirasi di muka umum. 
Pendek kata bagi Dahl , demokrasi adalah tatanan politik yang sangat 
liberal dan partisipatif  yang memungkinkan semua orang masuk dalam 
kompetisi dan kontestasi. Karena itu wajar apabila demokrasi kita tidak 
begitu peka dengan masalah pemenuhan kebutuhan dasar warga 
Negara sebagai syarat  bagi kesejahteraan universal.”2 
 
Keberhasilan daerah dalam membangun daerahnya tidak terlepas dari 
peran desa, sebagai entitas politik terkecil dalam NKRI yang langsung 
dibawahi oleh kabupaten. Semenjak telah ditetapkannya Undang-undang 
Nomor 6 tahun 2014, yang mengatur tentang desa, Saat ini desa-desa 
diseluruh Indonesia tengah berbenah baik itu dari sisi pembangungan politik, 
pembangunan organisasi desa, pematangan demokrasi, serta peningkatan 
kualitas aparatur desa. Dalam Undang-undang terbaru ini, otonomi desa 
semakin diperkuat dengan semakin leluasa dalam mengatur urusan 
pemerintahannya serta urusan-urusan yang menyangkut masalah 
pembangunan sejauh tidak keluar dari koridor  Sistem Negara Kesatuan 
Repuplik  Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal (1) Undang-
undang No. 6 tahun 2014 yang berbunyi : 
 “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
                                                          





urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia”.3 
 
Keberhasilan otonomi di desa di satu pihak membutuhkan tingkat 
demokratisasi dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Di lain pihak, proses 
otonomi dapat memberikan kesempatan berdemokratisasi dalam 
menempatkan kekuatan dan sumber daya menjadi lebih dekat, dan lebih jelas, 
sehingga mudah diatur oleh pemerintahan desa.  
Masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya dalam 
pemilihan umum, melakukan tindakannya didorong oleh keyakinan bahwa 
melalui kegiatan itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-
kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat  
mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat 
keputusan yang mengikat.  
Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan pesta  demokrasi ditingkat 
Desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan 
suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat 
mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa 
sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan 
                                                          





desa. Dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, 
pemilihan secara langsung dengan prinsip one man one vote (satu orang satu 
suara). Sistem Pemilihan Kepala Desa dapat dikatakan politik murni, dimana 
calon kepala desa tidak diusung oleh partai melainkan perseorangan sehingga 
tidak ada kepentingan partai yang dibawa oleh calon kepala desa. Demokrasi 
desa setidaknya dibentuk dengan tiga tata yang dihasilkan dari “kontrak sosial” 
masyarakat setempat: tata krama (fatsoen), tata susila (etika) dan tata cara 
(aturan main) atau rule of law. Tata krama dan tata susila adalah bentuk 
budaya demokrasi yang mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap 
sesama, kesantunan, kebersamaan, dan lain- lain. Tata cara adalah sebuah 
mekanisme atau aturan main untuk mengelola pemerintahan, hukum waris, 
perkawinan, pertanian, pengairan, pembagian tanah, dan lain-lain. Pemilihan 
kepala desa merupakan sesuatu hal lazim yang dilaksanakan ditiap-tiap desa, 
merupakan sesuatu proses rutinitas pergantian pemimpin desa.  Kepala desa 
adalah pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan dari 
pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun sesuai 
dengan Undang-Undang No. 6 , dan dapat dipilih kembali untuk dua  kali masa 
jabatan. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya 
dikoordinasikan saja oleh camat.  
Partisipasi masyarakat  merupakan keharusan dalam mewujudkan 





kebijakan yang lahir semakin kuat pula oleh karena keterlibatan masyarakat 
dalam kuantitas yang besar namun sebaliknya   rendahnya partisipasi 
masyarakat membuat labilnya sebuah kebijakan. Kurangnya partisipasi 
masyarakat menjadi gejala umum dalam pemilihan kepala desa di banyak 
wilayah di Indonesia. Sampai saat ini belum ada penjelasan yang memadai 
apa yang menyebabkan seorang pemilih untuk tidak ikut memilih, berbagai 
penjelasan mengenai rendahnya partisipasi pemilih di Indonesia hingga saat 
ini masih didasarkan pada asumsi dan belum didasarkan pada riset yang 
kokoh. Rendahnya partisipasi pemilih bisa juga dipengaruhi karena minimnya  
sosialisasi politik mengingat tidak adanya media sosialisasi yang memadai 
seperti media cetak ataupun media elektronik, tentu sangat berbeda jauh 
dengan pemilihan Kepala Daerah ataupun Pemilihan Presiden dimana media 
berperan cukup besar dalam memberikan pendidikan politik kepada 
masyarakat.  
Pemahaman yang terbangun di Masyarakat  tentang demokrasi pada 
umumnya adalah masyarakat dapat ikut menentukan siapa yang memimpin 
mereka melalui pemilu (Pilkades), namun hal lain yang diungkapkan adalah 
adanya penilaian bahwa tidak ada calon kepala desa yang memenuhi kriteria 
sebagai pemimpin yang baik, dengan kalimat lain dapat dinyatakan bahwa 
ketidakhadiran mereka dalam Pilkades bukan disebabkan karena sistem 





masyarakat merupakan masalah nasional, sehingga penangannnya tidak 
diserahkan pada salah satu pihak satu pihak saja, diperlukan keikutsertaan 
seluruh komponen pemerintah untuk menangani masalah ini.  
Persoalan demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa tidak 
sekedar mengukur partisipasi masyarakat (partisipasi politik) tetapi, 
pemerintah sebagai penyelenggara Negara mampu mengontrol jalannya 
partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan keputusan politik yang yang 
legitimed. Seperti yang dikemukakan Robert A. Dahl sebagaimana dikutip 
Muslim mufti dan Didah Durrotun bahwa, hanya pemerintahan demokratis 
yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya dalam menjalankan 
tanggung jawab moral.4 Sama halnya dalam penyelenggaraan Pilkades, 
pemerintah Kabupaten sebagai penyelenggara harus mapan dalam 
memahami proses demokrasi pada tingkat desa, apalagi pemilihan Kepala 
Desa sesuai tuntutan undang-undang 6 tahun 2014 bahwa pemilihan harus  
dilaksanakan secara serentak di  seluruh wilayah kabupaten. Bukan hal yang 
mudah tentunya bagi kabupaten karena tidak hanya sebagai penyelenggara 
tetapi juga sebagai pengawas jalannya pemilihan. Sebagaimana ditegaskan 
dalam Undang-undang desa Tahun 2014  Pasal 31  ayat (1) dan (2). 
(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh 
wilayah Kabupaten/Kota.  
                                                          






(2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan 
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
5 
Menurut Diamond sebagaimana yang dikutip Eny Boedi Orbawati, 
dalam memahami demokrasi Desa, kita tidak boleh terjebak pada seremonial, 
prosedur dan lembaga yang tampak di permukaan. Prosedur. dan lembaga 
memang sangat penting. Tetapi tidak mencukupi. Yang lebih penting dalam 
demokrasi adalah proses dan hubungan antara rakyat secara substanti. Ada 
tiga ranah utama yang digunakan untuk memandang dan memahami 
demokrasi di desa, yaitu :  
a. Pengelolaan kebijakan atau regulasi desa  
Sebuah kebijakan (peraturan desa) dikatakan demokratis apabila 
berbasis rnasyarakat ; berasal dari partisipasi masyarakat, dikelola 
secara bertanggung jawab dan transparan oleh mesyarakat dan 
digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Dari sisi 
konteks, peraturan desa berbasis masyarakat (demokratis) berarti 
(setiap perdes harus relevan dengan konteks kebutuhan dan 
aspirasi masyarakal. Dengan kalimat lain, perdes yang dibuat 
memang dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, 
bukan sekedar merumuskan keinginan elit desa atau hanya untuk 
menjalankan instruksi dari pemerintahan supradesa. Dari sisi 
konteks (substansi), prinsip dasarnva bahwa peraturan desa lebih 
bersifat membatasi yang berkuasa sekaligus melindungi rakyat yang 
Iemah. Paling tidak, Perdes harus Memberikan ketegasan tentang 
akuntabilitas pemerintahan desa dan BPD dalam mengelola 
pemerintahan  desa. 
b. Kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa 
Pemerintahan di Indoensia telah lama tidak menumbuhkan kultur 
leadership. Masalah ini menjadi tantangan serius bagi pembaharuan 
kepemimpinan dan kepemerintahan desa. Kepemimpinan desa 
tidak bisa lagi dimaknai sebagai priyayi benevolent maupun 
kepemimpinan yang demokratis, melainkan harus digerakkan 
                                                          





melalui kepemimpinan yang transformative. Yaitu pemimpin desa 
yang tidak hanya rajin beranjangsana melainkan para pemimpin 
yang mampu mengarahkan visi jangka panjang, menggerakkan 
komitmen warga desa, membangkitkan kreasi dan potensi desa. 
c. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan Jika 
pandangan vang berpusat pada negara memahami demokrasi dari 
sisi akuntabilitas, transparansi dan responsivitas penyelenggaraan 
pemerintahan, maka pandangan dari masyarakat, memahami 
bahwa pilar utama demokrasi adalah masyarakat sipil (civil society) 
Sebuah pandangan dari masyarakat melihat demokratisasi bukan 
sekedar sebagai suatu periode transisi terbatas dari satu set aturan-
aturan rezim formal ke satu set lainnya, tetapi lebih sebagai sebuah 
proses berkesinambungan, sebuah tantangan abadi, sebuah 
perjuangan vang terus berulang. Proses inilah yang menjadi domain 
masyarakat sipil. Masyarakat sipil adalah lingkup kehidupan sosial 
terorganisir yang terbuka, sukarela, timbul dengan sendirinya (self - 
generating), setidaknya berswadaya secara parsial, otonom dari 
negara dan terikat oleh suatu tatanan legal atau seperangkat nilai-
nilai bersama. Masyarakat sipil berbeda dari masyarakat secara 
umum dan dalam hal ini ia melihatkan warga yang bertindak secara 
kolektif dalam sebuah lingkup publik untuk mengekspresikan 
kepentingan-kepentingan, hasrat. preferensi, dan ide-ide mereka, 
untuk bertukar informasi, untuk mencapai sasaran kolektif, untuk 
rnengajukan tuntutan pada negara, untuk memperbaiki struktur dan 
perfungsian negara, dan untuk menekan para pejabat negara  lebih 
akuntabel.6 
 
Tepatnya tanggal 14 November 2015 Kabupaten Bone telah 
melaksanakan pesta demokrasi ditingkat desa atau  biasa kita sebut Pilkades. 
Sesuai dengan tuntutan Undang-undang No. 6 bahwa pemilihan Kepala Desa 
harus dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten.  Dari 328 
jumlah desa dikabupaten Bone, sebanyak 177 desa di 24 Kecamatan 
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menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Dari banyaknya Desa yang 
melaksankan pemilihan menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah kabupaten 
Bone untuk menyelenggarakan pemilihan yang langsung, umum, bebas, 
rahasia serta jujur dan adil sehingga nantinya memberikan pelajaran dan 
pematangan demokrasi ditingkat desa 
Menurut Ketua Bawaslu Pusat Prof.Dr.Muhammad, S.IP,M.Si dalam 
penyampaiannya pada ceramah umum seminar sinegritas pemerintah daerah 
dan pusat di Kabupaten Bone, beliau mengatakan :   
“pertama kalinya di Indonesia pemilihan kepala desa diselenggarakan 
secara serentak untuk itu Bone patut menjadi contoh perhelatan 
demokrasi Indonesia”. 7 
Hal ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi Kabupaten Bone 
sebagai kabupaten yang memiliki  desa terbanyak di Sulawesi Selatan (Sulsel) 
yang melaksanakan Pilkades serentak, apalagi ditambah belum banyak 
kabupaten yang melaksanakan tuntutan baru Undang-undang nomor 4 
Tentang Desa  dimana Kabupaten harus melaksankan Pilkades serentak 
diseluruh wilayah Kabupaten. Jika dilihat dari jumlah penduduk, Kabupaten 
Bone berada di posisi kedua dalam hal jumlah penduduk di  setelah kota 
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Makassar yaitu sekitar 738.515 jiwa, dari jumlah tersebut sekitar 200.000 jiwa 
yang terdaftar sebagai wajib pilih, dengan jumlah calon kepala desa 556 orang. 
Dilihat dari jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan cukup banyak, 
tentunya bukan hal yang mudah untuk menyelenggarakan pemilihan yang 
demokratis. Pemerintah Kabupaten Harus mampu meprediksikan dan 
memberikan solusi akan masalah-masalah yang  bisa saja muncul dalam 
proses pemilihan mulai dari tahapan awal hingga akhir. Masalah itu bisa  saja 
berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan, kurang meratanya 
pengetahuan tentang aturan hukum dan terjadinya kecurangan diluar dari 
aturan perundang-undangan ataupun peraturan daerah.  
Berdasarkan hasil pengamatan dan didukung oleh berbagai fakta 
dilapangan bahwa Pilkades serentak yang berlangsung di Kabupaten Bone 
dihadapkan pada berbagai fenomena, seperti aturan hukum yang belum 
mampu menjawab persoalan pemilihan, juga  adanya gugatan masyarakat 
ataupun calon tentang ketidakpuasan  hasil pemilihan. Hal ini mengindikasikan 
bahwa pelaksanaan pemilihan masih memiliki kekurangan, tentu kekurangan 
tersebut tidak serta merta bersumber dari masyarakat yang tidak mau 
menerima hasil pemilihan tetapi, bisa saja kelemahan itu muncul dari panitia 
pelaksana pemilihan yang keluar dari koridor aturan yang telah ditetapkan.  
Posisi Kabupaten yang sangat vital dalam pelaksanaan Pemilihan 





Pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan pilkades. 
Belum lagi ditambah pelaksanaan Pilkades menjadi tanggung jawab penuh 
bagi Pemerintah Kabupaten yang memiliki  fungsi ganda  yakni  sebagai 
penyelenggara sekaligus pengawas pemilihan juga dalam hal pembiayaan 
yang dibebankan kepada APBD, selain biaya sejumlah aturan lainnya dalam 
pelaksanaan Pilkades itu juga tetap diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerah. 
Dari uraian diatas, penulis berkesimpulan bahwa Pilkades di Kabupaten 
Bone menarik untuk diteliti lebih mendalam, tentang sejauh mana proses 
demokrasi yang berlangsung selama pelaksanaan pemilihan, bagaimana 
peran Pemerintah Daerah selaku Penyelenggara sekaligus pengawas serta 
tingkat partisipasi masyarakat dalam hal keterlibatannya  sebagai pemilih dan 
mengawasi jalannya pemilihan. Juga beberapa masalah yang timbul dari 
pemilihan tersebut dapat menjadi salah satu tolak ukur seberapa demokratis 
Pilkades di Kabupaten Bone. Untuk itu penulis memberikan judul pada 
penelitian ini, “Demokratisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Studi Pemilihan Kepala Desa Serantak di Kabupaten Bone)”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Pemilihan Umum sebagai alat kedaulatan rakyat dalam menghasilkan   
keputusan politik yang demokratis dituntut untuk mampu melakukan 





kondisi masyarakat. Untuk itu diperlukan sinergitas pemerintah kabupaten dan 
pemerintah desa sebagai penyelenggara Pilkades  serta partisipasi 
masyarakat sebagai pemilih dalam mengawal hajatan demokrasi ini, sehingga 
nantinya tercipta pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur 
dan adil.  Dalam Konteks ini, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang 
telah berlangsung di kabupaten Bone dapat dijadikan sebagai sarana dalam 
mengukur demokrasi ditingkat desa juga dalam menilai kinerja pemerintah 
daerah Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan serta mengontrol jalannya 
pemilihan.  
Dari uraian di atas dan berdasarkan pengamatan serta fenomena yang 
terjadi dilapangan sehingga penulis dapat menjabarkan beberapa pertanyaan 
penelitian sebagai berikut : 
1. Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di 
Kabupaten Bone  ? 
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung  
pelaksanaan Pilkades ? 
1.3. Tujuan Penilitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, maka 





1. Untuk mengetahui bagaimna pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 
serentak di Kabupaten Bone 
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam 
Pilkades. 
1.4. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Secara akademis, hasil dari penelitian ini kiranya dapat menjadi 
salah satu bentuk sumbangsih bagi pengembangan ilmu 
pemerintahan. Dan diharapkan dapat memberi rekomendasi 
tambahan literatur atau referensi tentang studi perkembangan 
demokrasi di Indonesia.  
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
masukan dan bahan evaluasi bagi Pemerintah daerah 
Kabupaten Bone dalam menjalankan roda pemerintahan 
terkhusus dalam pelaksanaan demokrasi. 
3. Secara metodologi, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu 
bentuk dorongan moril pada penelitian selanjutnya dan dapat 
dijadikan refrensi tambahan pada penelitian-peneitian yang 








Tinjauan Pustaka merupakan uraian beberapa teori yang akan menjadi 
landasan konsep dalam penelitian ini, landasan konsep tersebut sebagai alat 
dalam menganalisis permasalahan yang diangkat. Adapun konsep yang 
dimaksud yaitu konsep demokrasi, demokratisasi, Partisipasi Masyarakat, dan 
Tahapan pelaksanaan Pilkades serentak. 
2.1. Pengertian Demokrasi 
Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, 
dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan. Sementara itu ada beberapa 
pemikir abad pertengahan dengan beberapa teori demokrasinya, seperti : John 
Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755) dan JJ.Rousseau (1712-1770) 
dengan teorinya masing-masing.    
Demokrasi dengan sistem pemerintahan, dalam bentuk klasik sudah 
digunakan sejak zaman yunani kuno (Abad V SM). Pada masa itu, Yunani 
dengan negara kotanya telah mempraktekan pemerintahan dengan partisipasi 
langsung rakyat dalam membicarakan persoalan pemerintahan. 
Pada zaman Romawi sampai dengan abad pertengahan (abad XV) 
pelaksanaan sistem demokrasi mengalami kemunduran karena banyak 





zaman Renaissance (abad XVI - XIX), ajaran demokrasi bangkit kembali 
dengan pertimbangan-pertimbangan : 
1. Rakyat tidak senang adanya praktek-praktek yang sewenang-
wenang dari penguasa, 
2. Rakyat menuntut persamaan hak dalam bidang politik, ekonomi, 
sosial dan budaya, 
3. Pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep atau teori-
teori demokrasi yang mengarah pada prinsip-prinsip hak-hak asasi 
manusia. 
Menurut paul Broker seperti yang dikutip Muslim Mufti defenisi tentang 
demokrasi memiliki banyak terminology, antara lain : 
 “menyangkut aturan manusia, aturan majelis, aturan partai, aturan 
umum, kediktatoran kaum proletar, partisipasi politik maksimal, 
kompetisi para elit dalam merai suara, multipartai, pluralism social dan 
politik, persamaan hak, kebebasan berpolitik dan sipil, sebuah 
masyarakat yang bebas, ekonomi pasar bebas, dan lain-lain.”8 
  
David Beetham dan Kevin Boyle seperti yang dikutip oleh Jayadi Nas 
mengemukakan bahwa:  
“Demokrasi merupakan  bagian dari khazanah dalam membuat 
keputusan secara kolektif. Demokrasi berusaha untuk mewujudkan 
keinginan bahwa keputusan yang mempengaruhi perkumpulanuntuk 
mewujudkan keinginan bahwa keputusan yang mempengaruhi 
perkumpulan secara kesulurahan harus diambil oleh semua anggota 
                                                          





dan masing-masing anggota mempunyai hak yang sama dalam proses 
pengambilan/ pembuatan keputusa. Dengan kata lain demokrasi 
memiliki prinsip kembar sebagai kontrol rakyat atas proses pembuatan 
keputusan secara kolektif dan memiliki kesamaan hak dalam 
mengendalikan hal itu”.9 
Dari defenisi David Beethem dan Kevin Boyle, tampak dua hal yang 
essensial. Pertama, demokrasi merupakan perwujudan keinginan secara 
keseluruhan anggota dan dalam hal ini semua anggota memiliki hak yang 
sama. Kedua, demokrasi merupakan indicator tentang sejauh mana prinsip 
kendali rakyat dapat semakin nyata dan kesetaraan politik dapat diwujudkan 
serta bagaiman partisipasi rakyat dapat semakin nyata dalam mewujudkan 
pengambilan pembuatan keputusan secara kolektif.10 
Menurut Joseph Schumpeter sebagaimana dikutip Muslim Mufti, Didah 
Durrotun : 
“Demokrasi adalah persiapan dalam membuat satu keputusan politik . 
kekuasaan seseorang dalam mengambil keputusan ditentukan oleh 
voting suara rakyat. Schumpeter melihat bahwa yang dapat dilakukan 
oleh rakyat hanyalah memilih para elite representative sebab mereka 
akan memberikan keputusan berdasarkan nama rakyat.11 
 
Joseph A. Schumpeter dalam Capitalism, Socialisme and Democracy 
mengemukakan teori lain tentang demokrasi, yaitu:  
“ metode demokrasi”, sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai 
keputusan politik yang menjadikan peran individu memperoleeh 
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Mahasiswa Pascasarjana Se Indonesia, Jakarta, 2005. hal.25 
10 Muslim Mufti, Didah Durrotun, Op.Cit, hal.23 





kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif 
dalam rangka memperoleh suara rakyat. Secara konvensional, dapat 
disebut bahwa suatu Negara dikatakan demokratis apabila 
pemerintahannya terbentuk atas kehendak rakyat yang diwujudkan 
melalui pemilihan umum secara kompetitif dalam memilih orang-orang 
yang akan menduduki jabatan pubik serta hak-hak politik dan sipil dapat 
dijamin oleh hukum.” 12 
 
Pandangan empiris dan pragmatism lainnya  juga dikemukakan oleh 
Samuel Huntington yang menyebutkan bahwa;  
suatu system politik demokratis, yaitu ketika para pembuat keputusan 
secara yang kolektif mayoritas dalam system itu dipilih melalui pemilihan 
umum yang adil, jujur, berkala, dan dalam system yang membuat 
mereka bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk 
dewasa berhak memperoleh suara.13 
 
Menurut Juan dan Alfred sebagaimana dikutip Muslim Mufti dan Didah 
Durrotun bahwa, demokrasi didefenisikan sebagai persaingan terbuka untuk 
mendapatakan hak menguasai pemerintahan. Pada gilirannya, demokrasi 
menuntut diselenggarakannya pemilu yang bebas dan bersifat kompetitif, yang 
hasilnya dapat menentukan orang-orang yang memerintah. Menurutnya, 
demokratisasi lebih luas daripada sekedar liberalisasi dan lebih bersifat politis. 
Dengan defenisi tersebut, Juan J.Linz dan Alfred Stephan mengemukakan 
kriteria pokok yang ada dalam sistem politik agar disebut sebagai demokrasi, 
secara empiris, pragmatis, yaitu sebagai berikut: 
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“Kebebasan hukum dan merumuskan dan mendukung alternatif-
alternatif politik dengan hak yang sesuai dalam kebebasan untuk 
berserikat, berbicara, dan kebebasan dasar lain bagi setiap orang: 
persaingan yang bebas dan antikekerasan antarpemimpin dengan 
kebebasan periodik bagi mereka dalam memegang pemerintahan 
dengan menyandang seluruh jabatan politik yang efektif dalam proses 
demokrasi, dan hak untuk berperan serta bagi semua anggota 
masyarakat politik, apapun pilihan politik mereka. Secara praktis, hal 
ini berarti kebebasan dalam mendirikan partai-partai poitik dan 
menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan jujur untuk 
jangka waktu terntentu tanpa menyingkirkan jabatan politis efektif apa 
pun dari akuntabilitas pemilihan yang dilakukan secara langsung 
ataupun tidak langsung.14 
 
Menurut Abraham Lincoln, Demokrasi adalah pemerintahan yang 
berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan Menurut Hans 
Kelsen, pada dasarnya demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat dan 
untuk rakyat. Jadi, dalam perkembangan demokrasi dewasa ini dapat kita 
peroleh gambaran sebagai berikut : 
a. Yang melaksanakan kekuasaan negara demokrasi adalah wakil-
wakil rakyat yang terpilih, dimana rakyat yakin bahwa segala 
kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan oleh wakil 
rakyat dalam melaksanakan kekuasaan negara. 
b. Cara melaksanakan kekuasaan negara demokrasi ialah 
senantiasa mengingat kehendak dan keinginan rakyat. 
                                                          





c. Kekuasaan negara demokrasi yang boleh dilaksanakan mungkin 
untuk memperoleh hasil yang diinginkan oleh rakyat asal tidak 
menyimpang dari dasar-dasar pokok demokrasi. 
 
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu 
negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan 
warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.  
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi 
ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk 
diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) 
dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain.  
Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian 
kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip 
trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus 
digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.  
Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk 
diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah 
(eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk 
masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah 





Robert Dahl seperti dikutip oleh Goerg Sorensen menjelaskan Bahwa: 
 “ Responsifitas Pemerintah terhadap referensi warga Negara, yang 
setara secara politis, sebagai sifat dasar demokrasi. Responsifitas 
semacam itu mengisyaratkan warga negara yang memiliki 
kesempatan untuk (1) merumuskan preferensinya, (2) menunjukkan 
preferensinya kepada warga-warga lain dan pemerintah melalui 
tindakan pribadi dan kolektif, dan (3) memberikan bobot yang sama 
pada prefrensinya, yang dilakukan oleh warga negara. Ketiga 
kesempatan ini, pada gilirannya, tergantung pada sejumlah jaminan 
kelembagaan berikut ini: 
1. Kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi 
2. Kebebasan mengeluarkan pendapat 
3. Hak memilih. 
4. Kesempatan menjadi pejabat pemerintah. 
5. Hak bagi pemimpin politikuntuk bersain dalam mencari 
dukungan/suara 
6. Sumber-sumber informasi alternatif. 
7. Pemilihan umum yang bebas dan adil. 
8. Lembaga yang membuat kebijakan pemerintah tergantung pada 
perolehan suara dan pengungkapan preferensinya. 
Kedelapan Kondisi tersebut mencakup tiga dimensi utama demokrasi 
politik yaitu, kompetisi, partisipasi dan kebebasan politik.15 
 
Kompetisi menyangkut tersedianya hak-hak dan kebebasan terutama 
bagi anggota sistem politik. Meningkatnya kompetisi berarti meningkatnya 
peluang bagi oposisi politik dan meningkatnya kompetisi untuk meraih 
kekuasaan pemerintahan. Kompetisi yang luas dan bermakna diantara individu 
dan kelompok organisasi (khususnya partai politik) pada seluruh oposisi 
kekuasaan pemerintah yang efektif, dalam jangka waktu yang teratur dan 
meniadakan penggunaan kekerasan. 
                                                          






Meningkatnya partisipasi berarti meningkatnya jumlah warga negara 
yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan. Pada rezim demokratis, 
seluruh warga negara dewasa memperoleh hak dan kebebasannya secara 
penuh. Tingkat partisipasi politik dapat dilihat dari pemilihan pemimpin dan 
kebijakan. Melalui pemilihan bebas secara teratur dan tidak ada kelompok 
sosial (dewasa) utama yang disingkirkan. 
Tingkat kebebasan politik dan sipil diartikan sebagai kebebasan 
berpendapat, kebebasan pers (media), kebebasan mendirikan dan menjadi 
anggota organisasi, cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan 
kompetisi politik di suatu negara. 
2.2. Konsep demokratisasi 
Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip 
demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah 
terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. 
Demokratisasi melalui beberapa tahapan, yaitu : 
a. tahapan pertama adalah pergantian dari penguasa 
nondemokrastisasi ke penguasa demokrasi; 
b. tahapan kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga dan tertib 
politik demokrasi; 





d. tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya 
politik bernegara. 
Dalam rumusan yang hampir sama, Samuel Huntington, menyatakan  
“bahwa proses demokratisasi melalui beberapa tahapan: Pertama 
berakhirnya rezim otoriter, kedua, dibangunnya sebuah rezim 
demokratis, dan ketiga konsolidasi rezim demokratis”. 16 
1. Nilai Kultur Demokrasi 
Nilai atau kultur demokrasi penting untuk tegaknya demokrasi suatu 
negara. Nilai (Kultur) Demokrasi Menurut Henry B. Mayo sebagaimana 
dikutip Jayadi Nas bahwa ada delapan nilai-nilai demokrasi yaitu;  
1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara sukarela. 
2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam 
suatu masyarakat yang sedang berubah. 
3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 
4) Membatasi pemakaian kekerasan secara minimum. 
5) Adanya keanekaragaman, 
6) Tercapainya keadilan.17 
Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk 
mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Nilai-nilai tersebut antara 
lain: kebebasan (berpendapat, berpartisipasi), menghormati orang/ kelompok 
lain, kesetaraan, kerja sama, persaingan, dan kepercayaan. 
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Pendapat bahwa demokrasi sudah merupakan pola kehidupan, juga 
dikemukakan oleh Amin Tohari menurutnya;   
“Demokrasi dan pemenuhan hak dasar adalah dua hal yang tidak dapat 
dipisahkan. Demokrasi tidak dapat berjalan tanpa dipenuhinya hak 
social dan hak politik semua warga Negara yang menyangkut hak untuk 
hidup, bebas dari perlakukan tidak adil, bebas dari perbudakan dan 
penyiksaan, hak untuk mendapat kebebasan berfikir, berkumpul, 
bergerak, berpindah tempat, dan berpartisipasi dalam pemerintahan. 
Jika hak-hak sipil dan politik ini tidak dipenuhi, mustahil sesuai 
demokrasi yang mengharuskan warga negara terlibat aktif dan setara di 
dalam urusan-urusan public dapat berjalan”.18 
2. Lembaga (Struktur) Demokrasi 
Menurut Mirriam Budiardjo, untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi 
perlu diselenggarakan lembaga-lembaga, antara lain sebagai berikut: 
a. Pemerintahan yang bertanggungjawab . 
b. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan dan 
kepentingan dalam masyarakat yang diplih melalui pemilihan 
umum yang bebas dan rahasia. 
c. Suatu organisasi politik yang mencakup lebih dari satu partai 
(sistem dwipartai, multi partai). Partai menyelenggarakan 
hubungan yang kontinyu dengan masyarakat. 
d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan 
pendapat. 
                                                          





e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi 
manusia dan mempertahankan keadilan. 
Dengan demikian untuk melihat efektifitas serta  keberhasilannya 
demokrasi dalam suatu negara, terdapat dua hal penting sebagai berikut. 
a. Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang 
menjadi sikap dan pola hidup masyarakat dan penyelenggara 
negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
b. Terbentuk dan berjalanya lembaga-lembaga demokrasi dalam 
sistem politik dan pemerintahan. 
Jadi, suatu negara dikatakan negara demokrasi apabila memenuhi dua 
kriteria, yaitu, pemerintahan demokrasi yang berwujud pada adanya institusi 
(struktur) Demokrasi juga masyarakat demokrasi yang berwujud pada adanya 
budaya (kultur) demokrasi 
Dengan demikian dapat disimpulkan, demokrasi tidak hanya 
memerlukan institusi, hukum,aturan, ataupun lembaga-lembaga negara 
lainnya. Demokrasi sejati memerlukan sikap dan perilaku hidup demokratis 
masyarakatnya. Demokrasi ternyata memerlukan syarat hidupnya, yaitu warga 






2.3. Ciri-Ciri Demokratisasi 
Demokratisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 
a. Berlangsung secara evolusioner 
b. Proses perubahan secara persuasif bukan koersif 
c. Proses yang tidak pernah selesai. 
Demokratisasi merupakan konsep yang kompleks yang selalu 
diupayakan dalam menjawab persoalan  Bangsa dan Negara. Sehingga 
demokratisasi selalu dikaitkan dengan pendemokrasian demokrasi. Demokrasi 
dapat diukur dengan bekerjanya  tiga nilai penting yaitu kontestasi (kompetisi), 
liberalisasi dan partisipasi. Ketiganya disandarkan pada kebebasan individu, 
khususnya kebebasan untuk (freedom for) berkompetisi memperebutkan 
jabatan-jabatan publik baik eksekutif maupun lembaga perwakilan (legislatif) 
melalui proses pemilihan. Setiap orang bebas berpartisipasi dalam pemilihan 
umum, menggunakan hak suaranya secara bebas tanpa tekanan, ancaman 
atau mobilisasi. Setiap orang harus bebas untuk berbicara, berkumpul, 
berserikat, memperoleh informasi dari pers yang bebas dan lain-lain.19 
Partisipasi masyarakat sebagai salah satu dimensi demokrasi terkhusus   
dalam memilih pemimpin mereka tidak secara alamiah muncul dengan 
sendirinya, untuk itu pemerintah dituntut mampu mendorong Kesadaran 
                                                          





masyarakat melalui program-program ataupun sosialisasi yang mengarahkan 
masyarakat agar  mencapai kemandiriannya sendiri. Demokratisasi 
membutuhkan suatu interaksi antara masyarakat dan pemerintah, interaksi 
yang dimaksud adalah saling pengertian dan mendukung antara pemerintah 
dan masyarakat karena tanpa itu jalannya demokrasi akan sulit tercapai 
dengan maksimal. 
2.4. Partisipasi Masyarakat  Dimensi  Demokratisasi 
Konsep demokratisasi merupakan serangkaian kegiatan yang 
sistematis dan terstruktur dengan melibatkan partisipasi mayarakat untuk 
mengambil inisiatif, pengambilan keputusan, menetapkan tujuan, 
perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan mengevaluasi dengan 
mengoptimalkan potensi dan kemampuan yang ada padanya. 
Bukan sesuatu hal yang mudah untuk menerapkan kata demokratisasi 
dengan kaitan partisipasi pada lingkungan masyarakat tertentu. Berbagai 
faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik sangat berpengaruh, menyebabkan 
formalisasi demokratisasi termasuk dalam partisipasi menjadi sangat 
bervariasi satu dengan lainnya. Tidak ada satu formulasi yang baku tentang 
konsep demokratisasi ini. Kata ini, mengandung suatu yang bergerak dinamis 
dalam suatu proses belajar. Demokratisasi yang mengarah ke partisipasi 






Setiap individu, kelompok atau organisasi dalam masyarakat 
membutuhkan suatu kebersamaan untuk berbuat, bertindak dan 
mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi. Pelembagaan 
demokratisasi dalam partisipasi hanya dapat dilakukan melalui 
proses interaksi antara berbagai elemen baik struktural maupun 
horisontal. partisipasi tumbuh melalui kesamaan visi, cita-cita, 
harapan, tujuan dan saling membutuhkan satu dengan yang 
lainnya. Proses pengaturan yang terjadi dalam masyarakat akan 
tumbuh melalui kebersamaan, pengorganisasian dan pengendalian 
program pembangunan. 
2. Tumbuh dari bawah 
Partisipasi bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas ke bawah “top 
down” atau dikendalikan oleh individu atau kelompok melalui 
mekanisme kekuasaan. Partisipasi tumbuh berdasarkan kesadaran 
dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Prakarsa dan 
inisiatif muncul dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai suatu 
proses belajar sepanjang hayat. Partisipasi merupakan suatu 
proses pelembagaan yang bersifat bottom-up, dimana berbagai 






3. Kepercayaan dan keterbukaan 
Kunci sukses Demokratisasi dalam partisipasi masyarakat adalah 
menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar ‘saling 
percaya’ dan ‘keterbukaan’. Pengalaman menunjukkan bahwa 
suatu proses demokratisasi berjalan dengan baik, maka berbagai 
upaya perbaikan akan terjadi dengan cepat.. Demokratisasi 
mendorong hubungan lebih terbuka antara berbagai pihak baik 
pejabat pemerintah, LSM, swasta dan masyarakat. 
Partisipasi masyarakat telah sekian lama diperbincangkan dan 
didengungkan dalam berbagai forum dan kesempatan. Intinya adalah agar 
masyarakat ikut serta  dengan pemerintah memberi bantuan guna 
meningkatkan, memperlancar,  mempercepat, dan menjamin berhasilnya 
usaha pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagian 
“pengikutsertaan” atau pengambil bagian dalam kegiatan bersama 
2.4.1. Partisipasi  Politik 
Menurut Herbert McClosky yang dikutip oleh Miriam Budiarjo  
“partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga 
masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses 
pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam 
proses pembentukkan kebijakan umum”.20 
                                                          






Miriam Budiarjo dalam tulisanya menyatakan bahwa;  
“Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang 
untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan 
jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak 
langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Dengan 
demikian Partisipasi politik erat kaitanya dengan kesadaran politik, 
karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian 
menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan 
pemerintah”.21 
Sedang menurut Huntington dan Joan Nelson, sebagaimana dikutip 
Anwar Arifin membagi partisipasi politik dalam beberapa bentuk yaitu; 
(1) Aktifitas individu dalam kegiatan pemilihan umum, (2) melakukan lobi 
politik atau pembicaraan politik dengan politikus atau pejabat 
pemerintahan atau anggota parlemen, (3) aktif dalam kegiatan 
organisasi social atau organisasi sayap partai politik, (4) berusaha 
membangun jaringan politik dan, (5) melakukan tindakan huru-hara, 
teror kudeta, atau pemberontakan.22 
Partisipasi masyarakat (pemilih)  merupakan keharusan dalam 
mewujudkan pemerintahan yang demokratis, sehingga dibutuhkan strategi 
untuk terus menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat. Terkadang 
keinginan untuk berpartisipasi dari masyarakat sangat besar, tetapi untuk 
mengaktualisasikan partisipasi tersebut kerap tidak tahu bagaimana caranya, 
jika hal tersebut dibiarkan maka yang timbul adalah kekerasan sebagai 
bentuknya, karena partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah berarti 
masyarakat bekerja sebagai patner (mitra) pemerintah dan mereka 
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berpartisipasi dengan berbagai cara dalam mempromosikan hak asasi 
manusia dan barang-barang yang berkaitan erat sebagai kebutuhan public.  
Pemerintah daerah yang demokratis, bertindak secara proaktif 
menjemput partisipasi masyarakat, hanya dengan begitu pemerintah akan 
mendapatkan legitimasi yang kuat kukuh, terbantu tugas-tugasnya, dan dapat 
bersama-sama masyarakat mengelola setiap kebijakan public menjadi lebih 
menguntungkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat agar partisipasi rakyat 
itu bisa terwujud , maka ada agenda bersama yang dilaksanakan 
pemerintahan daerah dan rakyat atau elemen-elemen masyarakat setempat 
agenda bersama tersebut pertama adalah dalam bentuk transformasi 
pendidikan, pendidikan adalah unsure vital dalam setiap masyarakat, terutama 
masyarakat demokratis. 
Sangat erat kaitannya partisipasi dengan pembangunan demokrasi, 
sehingga terkadang demokrasi diartikan sebagai kompetisi, partisipasi dan 
kebebasan, jelas bahwa proses demokratisasi, perubahan sistem politik dari 
bentuk yang nondemokratis ke bentuk yang lebih demokratis. 
Robert Dahl sebagaiman yang dikutip Goerg Sorensen 
mengindentifikasi dua jalan demokrasi  : jalan yang terfokus pada kompetisi, 
dan jalan yang terfokus pada partisipasi.23 
                                                          





2.4.2. Bentuk-bentuk Partisipasi 
Berpartisipasi merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan 
berkelompok, dinegara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih 
banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Karena partisipasi menunjukkan 
bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan 
diri dalam kegiatan-kegiatan itu. 
Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap 
sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga 
tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. 
Bentuk-bentuk partisipasi tersebut bisa berupa ; 
 Pemberian suara dalam pemilihan umum. Di sini masyarakat 
turut serta memberikan/ ikut serta dalam memberi dukungan 
suara kepada calon atau partai politik. 
 Dalam bentuk kontak/ hubungan langsung dengan penjabat 
pemerintah. Partisipasi dengan mencalonkan diri dalam 
pemilihan jabatan publik dan,  
 Partisipasi dengan melakukan protes terhadap lembaga 
masyarakat atau pemerintahan.24. 
Dari berbagai penjelesan mengenai partisipasi masyarakat,  telah dapat  
disimpulkan bahwa demokratisasi adalah partisipasi masyarakat disertai 
                                                          









kesadaran dan tanggung jawab terhadap suatu  kepentingan guna mencapai 
suatu tujuan bersama. Jika dihubungkan dengan pemilihan umum, maka 
demokratisasi dapat diartikan sebagai partisipasi masyarakat dalam kegiatan 
memilih pemimpin politiknya berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 
2.5. Pengertian Desa 
Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu: 
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia”.25 
Dikemukakan Prof.Drs.HAW.Widjaja ;  
”secara historis desa adalah cikal bakal terbentuknya masyarakat politik 
dan pemerintahan Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. 
Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain-lain sebagainya 
telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat 
penting. Desa merupakann institusi yang otonom dengan tradisi,  adat 
istiadat dan hukumnya sendiri dan relatif mandiri. Hal ini antara lain 
ditunjukkan dengan tingkat keberagaman yang tinggi membuat desa 
merupakan wujud bangsa yang paling konkrit”.26 
Beberapa pengertian desa oleh para ahli 
Menurut R Bintarto,  
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“Desa atau kota merupakan suatu hasil perwujudan geografis yang 
ditimbulkan oleh unsur-unsur fisografis, sosial, ekonomi, politk dan 
kultural yang terdapat pada suatu daerah serta memiliki hubungan dan 
pengaruh timbal balik dengan daeah lain”.27 
Sedangkan Paul H Landis berpendapat 
a. Untuk maksud statistic, pedesaan adalah daerah dengan jumlah 
penduduk kurang dari 2500 orang 
b. Sedang untuk maksud kajian psikologi social, 
desa adalah daerah dimana hubungan pergaulanya ditandai 
dengan derajat intensitas yang tinggi.28 
Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, 
“Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim sutau 
masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan 
pemerintah sendiri”. 
Unsur - unsur dalam desa meliputi : 
a. Daerah (lingkungan geografis) 
b. Penduduk, yang meliputi berbagai . tentang kependudukan seperti : 
jumlah, persebaran, mata pencaharian dll. 
c. Tata kehidupan, meliputi segala hal yang yang menyangkut seluk 
beluk kehidupan masyarakat desa.29 
 
Dalam kamus sosiologi kata tradisional dari bahasa Inggris, Tradition 
artinya Adat istiadat dan kepercayaan yang turun menurun dipelihara, dan ada 
beberapa pendapat yang ditinjau dari berbagai segi, bahwa pengertian desa 
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itu sendiri mengandung kompleksitas yang saling berkaitan satu sama lain 
diantara unsur-unsurnya. Yang sebenarnya desa masih dianggap sebagai 
standar dan pemelihara sistem kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli 
seperti tolong menolong, keguyuban, persaudaraan, gotong royong, 
kepribadian dalam berpakaian, adat istiadat, kesenian kehidupan moral susila 
dan lain-lain yang mempunyai ciri yang jelas. 
Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan pengertian desa sebagai 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Defenisi desa yang dari UU tersebut sebenarnya telah menggambarkan 
keberadaan desa sebagai bagian yang vital bagi bangsa Indonesia. Vital 
karena desa merupakan entitas terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan 
keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi 
kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan demikian 
penguatan desa menjadi hal yang tak bisa ditawar dan tak bisa dipisahkan dari 
pembangunan bangsa ini secara menyeluruh.  
Memang hampir semua kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan 





mengentaskan rakyat miskin, mengubah wajah fisik desa, meningkatkan 
pendapatan dan taraf hidup masyarakat, memberikan layanan sosial desa, 
hingga memperdayakan masyarakat dan membuat pemerintahan desa lebih 
modern.  
Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan 
dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa 
dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa.  
Sedangkan Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa 
yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun 
berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan 
pendapatan, belanja, dan pengolahan keuangan desa. Sumber pendapatan 
desa adalah :   
a. Pendapat asli desa.  
b. Bagi hasil pajak daerah dan distribusi kabupaten.  
c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 
diterima oleh kabupaten.  
d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahan 





Pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten atau 
pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan 
desa. Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diatur dengan perda, 
dengan memperhatikan:  
a. Kepentingan masyarakat desa;  
b. Kewenangan desa;  
c. Kelancaran pelaksanaan investasi;  
d. Kelestarian lingkungan hidup;  
e. Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.  
Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan  
berpedoman pada peraturan pemerintah. Perda sebagaimana dimaksud wajib 
mengakui dan menghormati hak, asal usul, dan adat istiadat desa. 
2.6. Konsep Pemilihan Kepala Desa 
Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu 
pemilihan Kepala Desa  secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda 
dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan 
jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.  
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2015 





(1). Bupati/Walikota membentuk panitia pemilihan di 
Kabupaten/Kota.  
(2).       Panitia pemilihan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:  
1) merencanakan, mengkoordinasikan dan 
menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan 
pemilihan tingkat kabupaten/kota; 
2) melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan 
kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa 
tingkat desa; 
3) menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; 
4) memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan 
kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; 
5) menyampaikan surat suara dan kotak suara dan 
perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia 
pemilihan; 
6) memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan 
kepala desa tingkat kabupaten/kota; 
7) melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
pemilihan; dan 
8) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan 
dengan keputusan Bupati/Walikota.30 
Dari Pasal tersebut terlihat bahwa posisi kabupaten sangat vital dari 
segi penyelanggara, untuk itu pemerintah kabupaten diharapkan mampu 
menjadi pengawas dalam menciptakan iklim pemilihan yang kondusif, tertib 
serta jauh dari unsur kecurangan. 
Dalam pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112  tersebut 
menjelaskan lebih rinci tentang mekanisme pemilihan kepala desa sebagai 
berikut : 
                                                          






a. Pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala 
desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) 
bulan sebelum berakhir masa jabatan; 
b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan 
permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 
(sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; 
c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati/walikota 
disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah 
pemberitahuan akhir masa jabatan; 
d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada 
bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka 
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia 
pemilihan; dan  
e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka 
waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.31 
Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah 
pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa 
yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk itu 
diperlukan sinergitas oleh berbagai pihak mulai dari pusat hingga tingkat 
daerah dalam mengawal demokrasi ditingkat desa. 
2.7. Konsep Pengawasan Daerah dalam Pilkades 
Pengawasan bertujuan agar pelaksanaan berbagai urusan pemerintah  
didaerah dapat berjalan sesuai dengan standar kebijakan pemerintah pusat, 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah pusat 
melakukan pengawasan terhadap : 
1. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; 
                                                          





2. Peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah, dalam hal ini 
perda provinsi dan peraturan gubernur, perda kabupaten/kota dan 
peraturan bupati/wali kota, serta peraturan desa dan peraturan kepala 
desa. 
Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah 
sesuai peraturan perundang-undangangan. Untuk mengefektifkan 
pengawasan ini, pemerintah pusat memberikan penghargaan dan sanksi 
kepada kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, 
perangkat daerah, pegawai daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepal desa, 
anggota BPD dan masyarakat, sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Hal 
ini untuk memberikan dorongan kepada para penyelenggara pemerintah 
daerah , untuk selalu meningkatkan prestasinya dan menghindarkan dirinya 
dari kesalahan-kesalahan. 
Pembinaan dan pengawasan ini secara nasional  dikoordinasikan oleh 
menteri dalam negeri, untuk kabupaten/kota, dikoordinasikan oleh gubernur, 
sedangkan untuk pemerintahan desa, dikoordinasikan oleh oleh 
bupati/walikota, yang dalam pelaksanaannya dapat diimpahkan kepada camat. 
Dalam hal ini Desa sebagai bentuk pemerintahan yang dibawahi 
langsung oleh kabupaten, peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam 
pembinaan dan pengawasan seperti yang ditegaskan dalam Undang-undang 





(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa.  
(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan 
pengawasan kepada perangkat daerah.  
(3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:  
1) Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk 
kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;  
2) meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa 
melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan 
3) mengakui dan mengfungsikan institusi asli dan/atau yang 
sudah ada di masyarakat Desa.  
(4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan 
Perdesaan.32 
 Dalam Konteks Pemilihan Kepala Desa Pengawasan tersebut harus 
terus melekat mengingat biaya dalam pemilihan kepala desa seluruhnya 
dibebankan kepada daerah seperti yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri  No. 112 tahun 2014; 
(2) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 
(3) Dana bantuan dari Angaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk  
kebutuhan pada  pelaksanaan  pemungutan suara.  33 
 
Dalam Paraturan Daerah Kabupaten Bone No. 1 Tentang Pemilihan, 
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa lebih ditegaskan lagi mengenai 
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konsep pengawasan daerah terhadap jalannya pemilihan sebagaimana 
tertuang dalam pasal 58 yaitu : 
(1) Bupati Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan proses 
Pemilihan Kepala Desa dan proses pemilihan kepala Desa 
antarwaktu. 
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) , 
bupati dapat membentuk tim dan/atau mendelegasikannya kepada 
pejabat yang ditunjuk. 
(3) Tugas dan kewenangan tim pengawas pemilihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. Melakukan pengendalian, pengawasan monitoring, dan evaluasi 
penyelenggaraan pemilihan; 
b. Membantu panitia pemilihan tingkat desa menyelesaikan 
permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan; 
c. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam 
menentukan kebijakan dan/atau  penyelesaian masalah  yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan  pemilihan; 
d. Melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan pemilihan kepada 
Bupati 
e. Berkoordinasi dengan  Panitia Pemilihan Kabupaten; dan 
f. Melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam menyelesaikan 
permasalahan dan/atau pelaksanaan pemilihan. 
g. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan serta 
tugas dan kewenangan Tim Pengawas sebagaimana yang 
dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.34 
 
2.8. Kerangka Konsep 
Desa Sebagai entitas politik terkecil di wiayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) memiliki andil yang cukup besar dalam 
pematangan demokrasi ditingkat nasional, mengingat 70 persen rakyat 
Indonesia tinggal di Desa. Salah satu bentuk nyata demokrasi di desa 
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adalah pemilihan kepala Desa (Pilkades), dalam pesta demokrasi ini, 
masyarakat desa dilibatkan dalam memilih pemimpin mereka. Letak 
pembeda Pilkades dengan Pilkada adalah para calon di Desa tidak diusung 
oleh partai politik melainkan perseorangan, hal ini memberikan ruang yang 
lebih bebas bagi para calon untuk lebih dekat dengan pemilihnya tanpa perlu 
memikirkan maneuver kepartaian. 
Pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Bone membawa angin 
segar dalam pematangan berdemokrasi ditingkat desa. Sebagaimana yang 
diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014  bahwa pelaksanaan Pilkades 
dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. Untuk itu 
kabupaten sebagai pelaksana juga dituntut untuk mampu mengawasi 
jalannya Pilkades, sehingga tercipta iklim berdemokrasi yang dicita-citakan 
tanpa dikotori oleh praktik-praktik kecurangan. 
Selain dari bentuk pengawasan kabupaten,  substansi dari pemilihan 
ini adalah bagaimana kemudian masyarakat terlibat aktif dalam pemilihan 
baik itu dalam partisipasi politik (hak memilih) maupun sebagai pengawas 
yang mengawasi langsung jalannya pemilihan tanpa takut harus 



























Gambar 2.1 Kerangka Konsep Peneitian 
 
 Regulasi :  
 UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa   
 Peraturan Menteri Dalam Negeri  RI No.112 Tahun 
2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa  
 Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 1 Tahun 2015 
Tentang Pemilihan, Pelantikan Pemberhentian Kepala 
Desa 
 Peraturan Bupati Bone No. 44 Tahun 2015 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bone Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, 
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa 







Pemilihan yang Demokratis  
Faktor Pendukung : 
1. Tingginya tingkat 
partisipasi masyarakat 





1. Anggaran yang masih 
kurang. 
2. Waktu pemungutan 
















3.1. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk 
mengungkap informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada 
masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan 
permasalahan secara factual, sistematik dan akurat. 
Melalui pendekatan kualitatif ini, data dan informasi 
diterjemahkan dan diinterpretasikan sedimikian rupa sehingga proses 
pemilhan kepala desa serentak di Kabupaten Bone dapat terlihat 
sebagaimana mestinya. 
3.2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Bone Provinsi 
Sulawesi Selatan yang telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa 
serentak (Pilkades). Lokasi ini dipilih sebagaimana yang telah penulis 
kemukakan pada bagian sebelumnya bahwa, Kabupaten Bone telah 
melaksankan Perhelatan demokrasi ditingkat pemerintahan terendah 





penelitian menyangkut demokratisasi dalam pelaksanaan Pilkades  di 
Daerah tersebut. 
3.3. Informan Penelitian 
Informan adalah orang  dipilih secara purposive sampel yang 
dianggap  representative dan olehnya dapat diperoleh informasi tentang 
berbagai aspek dan duduk persoalan mengenai pelaksanaan pemilihan 
Kepala Desa di Kabupaten Bone. Tentunya Informan yang dimaksud 
adalah orang-orang yang teribat langsung dalam proses pemilihan 
mulai dari tahap persiapan hingga penetapan akhir calon yang terpilih. 
Secara garis besar informan tersebut, antara lain 
 Kepala Bagian Pemerintahan Desa di Sekretariat Daerah 
Kabupaten Bone 
 Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Panitia 
Pemilihan Kepala Desa Palakka Kecamatan Kecamatan Kahu  
 Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Panitia 
Pemilihan Kepala Desa Ulo Kecamatan Tellu Siattinge  
 Tokoh Masyarakat (mantan Kepala Desa). 







3.4. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh  dari dua sember yaitu : 
1. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di 
lapangan  dengan sumber data adalah responden yang dijadikan 
sampel, serta pihak-pihak terkait yang dianggap relevan dan 
memahami permasalahn yang ingin diungkapkan dalam 
penelitian, biasanya dilakukan dengan cara interview 
(wawancara). 
2. Data sekunder. 
Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh  dari 
instansi terkait, berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan dan 
buku-buku serta hasil penelitian ilmiah yang dianggap relevan 
dengan masalah dan tujuan penelitian. 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam Penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan 








Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 
menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila 
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 
mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada 
laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya 
pada penngetahuan dan atau keyakinan pribadi. 
Wawancara suatu cara untuk mendapatkan atau 
mengumpulkan data melalui Tanya jawab dan dialog atau diskusi 
dengan informan yang dianggap mengetahui tentang kondisi 
objektif dari proses penyusunan dari segala hal yang berkaitan 
dengan penyelenggaranan Pemilihan kepala desa. 
b. Observasi 
Observasi adalah salah satu bentuk teknik 
pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari 
responden namun juga dapat digunakan untuk merekam 
berbagai fenomena yang terjadi. Teknik ini digunakan bila  
penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, 
proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden 







Yaitu teknik pengumpulan data yang diambil dari 
sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 
berbentuk dokumentasi. sebagian besar data yang tersedia 
adalah berbentuk  surat-surat, catatan, harian, cendramata, 
laporan, foto dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas 
pada ruang  dan waktu sehingga memberi ruang pada peneliti 
untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi pada waktu 
silam. Secara detail bahan documenter terbagi beberapa 
macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku dan catatan 
harian, memorial klipping, dokumen pemerintah atau swasta, 
data di server dan flashdisk, data tersimpan di website dan 
lain-lain. 
d. Studi Pustaka 
Bahan Pustaka merupakan teknik pengumpulan data 
melalui teks-teks tertulis maupun softcopy, seperti buku, e-
book, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, bulletin, jurnal 








3.6. Deskripsi Fokus 
Deskripsi focus dibuat dengan tujuan mengoperasikan konsep-
kosep atau variable-variabel penelitian agar dapat diukur dalam 
menjawab masalah. Untuk mempermudah dan memperjelas pemaha 
man terhadap konsep-konsep  penting yang digunakan dalam penelitian 
ini , maka dikemukakan focus penelitian  mengenai Konsep 
Demokratisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemilihan 
Kepala Desa  demokratis, partisipasi pemilih, serta faktor penghambat 
dan pendukung pemilihan sebagai berikut; 
1) Demokratisasi yang dimaksud pada penelitian ini  merupakan 
serangkaian kegiatan yang sistematis dan terstruktur dengan 
melibatkan partisipasi mayarakat dalam  mengambil inisiatif, 
dan pengambilan keputusan dalam hal ini menggunakan hak 
pilihnya melalui sebuah pemilihan sesuai dengan tuntutan 
kaidah-kaidah demokrasi 
2) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dimaksud dalam 
penelitian ini  bagaimana pemerintah daerah setempat dalam 
menjalankan tugas pokoknya yakni sebagaimana tertuang 
dalam UU Desa nomor 6 bahwa Pilkades serentak dilaksankan 





Pilkades dianggap demokratis apabila telah sesuai dengan 
tuntutan UU ataupun Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. 
3) Pemilihan Kepala Desa yang demokratis dimaksud disini adalah 
adanya control pemerintah serta keterlibatan masyarakat dalam 
mengawasi jalannya pemilihan. Yang secara teknis harus 
sesuai dengan tuntutan Peraturan daerah Kabupaten Bone 
yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan awal hingga akhir 
pemilihan. Yakni; Persiapan, pencalonan, hingga pemungutan 
suara. 
a. Persiapan, pada tahapan ini yakni pembentukan 
panitia pemilihan Kabupaten dan Desa, tentunya 
dalam pembentukannya harus secara demokratis 
dan jauh dari unsur kepentingan atau memihak 
kelompok tertentu. 
b. Pencalonan, pada tahapan ini seluruh masyarakat 
desa berhak untuk mencalonkan selagi 
pencalonannya tidak bertentangan dengan 
Undang-Undang ataupun Peraturan Daerah. 
Dalam masa kampanye pun harus sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
c. Pemungutan Suara, indicator  dalam variable ini 





Pemilih Tetap (DPT) panitia, proses pemilihan 
berjalan tertib dan aman, juga pelaksaan 
penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan 
jujur. 
4) Partisipasi masyarakat merupakan keharusan dalam 
mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bahwa demokrasi 
“dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” terwujud ketika 
pemilihan sedang berlangsung. Batasan partisipasi yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat berperan 
secara aktif  dalam proses atau alur tahapan program dan 
pengawasannya, mulai dari  tahap persiapan, 
pencalonan,pemungutan suara, penetapan calon hingga 
pelantikan Kepala Desa terpilih. Dalam konteks pemilihan 
masyarakat tidak hanya menggunakan hak pilih untuk 
mencoblos pada saat pemilihan melainkan terlibat dalam 
pelaksanaan  baik sebagai panitia pemilihan, saksi ataupun 
pengawas. 
5) Kompetisi yang dimaksud pada penelitian ini setiap orang 
berhak untuk mencalonkan sebagai Kepala Desa, dan mengisi 






6) Faktor penghambat dan pendukung yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah segala hal yang menghambat dan/atau 
sengaja menghalangi jalannya pemilihan, baik dari perorangan  
ataupun organisasi. Begitupula faktor pendukung segala upaya 
yang dapat menyukseskan pemilihan Kepala Desa. Faktor 
penghambat dan pendukung bisa saja berupa seberapa besar 
pengaruh pengawasan yang dilakukan daerah dalam proses 
pemilihan. Faktor-faktor ini kemudian yang menghambat bagi 
Desa yang dianggap gagal (bersengketa) dalam proses 
pemilihannya, juga faktor yang mendukung bagi Desa yang 
dianggap berhasil dalam pelaksanaan  pemilihan. Faktor 
pendukung dan penghambat Pilkades sebagai berikut : 
a. Faktor Pendukung 
 Tingginya tingkat partisipasi masyarakat 
 Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan 
Pilkades 
 
b. Faktor Penghambat 
 Anggaran yang masih kurang. 








3.7. Analisis Data 
Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif dengan 
teknik kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tersebut pengelolaan data 
tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau analisis data tidak 
mutlak dilakukan setelah pengelolaan data selesai. Kegiatan dalam 
analisis data adalah, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan 
jenis responden, menjabarkan data ke dalam unit-unit, mentabulasi data 
berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap 
variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1. Profil Daerah Penelitian 
4.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah  
Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di 
Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Watampone dengan luas 
wilayah keseluruhan mencapai 4.558 km2. Kabupaten Bone secara 
administratif terbagi kedalam 27 kecamatan, 328 desa dan 44 kelurahan. 
Kecamatan terluas adalah Kecamatan Bonto Cani yaitu seluas 463,35 km2 
sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan 
Tanete Riatang yaitu seluar 0,52 km2. Kabupaten Bone terletak pada posisi 
4°13'- 5°6' LS dan antara 119°42'-120°40' BT dengan garis pantai 
sepanjang 138 km yang membentang dari selatan ke utara. 
Kabupaten Bone secara langsung berbatasan dengan beberapa 
kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu: 
 Sebelah Utara : Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng 
 Sebelah 
Selatan  
: Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa 





 Sebelah Barat : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten 
Barru 
Kabupaten Bone ditinjau dari ketinggian tempat dapat 
diklasifikasikan kedalam 6 kategori dengan variasi ketiggian antara 0 
hingga lebih dari 1.000 meter dpal. Kategori pertama (0-25 meter) yaitu 
seluas 81.925,2 Ha, kategori kedua (25-100 meter) seluas 101.620 Ha, 
kategori ketiga (100-250 meter) seluas 202.237,2 Ha, kategori keempat 
(250-750 meter) seluas 62.640,6 Ha, kategori kelima (750-1000 meter) 
seluas 40.080 Ha, dan kategori keenam (diatas 1.000 meter) seluas 6.900 
Ha. Ketinggian wilayah di Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel 2.1  
Tabel 4.1 
Ketinggian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bone 
No Kecamatan Ketinggian Wilayah 
(meter dpal) 
1.  Bonto Cani 100 – > 1.000 
2.  Kahu 25 – 1.000 
3.  Kajuara 0 – 500  
4.  Salomekko 0 – 500 
5.  Tonra 0 – 500 
6.  Patimpeng 25 – 1.000  
7.  Libureng 100 – 1.000 
8.  Mare 0 – 1.000 
9.  Sibulue 0 – 500  





11.  Barebbo 0 – 500 
12.  Ponre 25 – 1.000 
13.  Lappariaja 25 – 1.000 
14.  Lamuru 25 – 1.000 
15.  Tellu Limpoe 100 - > 1.000 
16.  Bengo 25 – 1.000 
17.  Ulaweng 100 – 500 
18.  Palakka 25 – 500 
19.  Awangpone 0 – 500 
20.  Tellu Siattinge 0 – 500 
21.  Amali 25 – 500 
22.  Ajangale 0 – 100 
23.  Dua Boccoe 0 – 500 
24.  Cenrana 0 – 100 
25.  T. R Barat 0 – 100 
26.  Tanette Riantang 0 – 100 
27.  T. R. Timur 0 - 25 














4.1.2. Cuaca dan Iklim 
Wilayah Kabupaten Bone terbagi  menjadi dua tipe hujan: tipe hujan 
Moonson  dan tipe hujan lokal. Tipe hujan Moonson  memiliki curah hujan 
tertinggi saat bertiup  angina monsun Asia yaitu bulan Januari dan  Februari. 
Tipe ini mencakup wilayah  Kabupaten Bone bagian barat. Tipe kedua jadi 
pada bulan Mei-Juni. Tipe ini mencakup  sebagian besar wilayah Kabupaten 
Bone.  
Selain kedua wilayah tersebut, terdapat  juga wilayah peralihan, yaitu 
Kecamatan  Bontocani dan Kecamatan Libureng yang  sebagian mengikuti 
wilayah barat dan  sebagian lagi  mengikuti wilayah timur. Jumlah  curah hujan 
bulanan di Wilayah Bone  bervariasi dengan rata-rata tahunan sebesar  201,25 
mm. Curah hujan tertinggi terjadi di  bulan Juni yaitu 638 mm dengan 
banyaknya  hari hujan sebanyak 23 hari.   
Bagian timur Kabupaten Bone  bertopografi pesisir menjadikan Bone  
mempunyai garis pantai sepanjang 138 km  dari arah selatan ke utara. Bagian 
barat dan  selatan terdapat pegunungan dan perbukitan  yang celah-celahnya 
terdapat aliran sungai.  Pada tahun 2014, tercatat 194 sungai mengalir  di 
Kabupaten Bone dan telah dimanfaatkan  untuk kegiatan pertanian. Sungai 
yang  terpanjang adalah Sungai Walanae yang  berhulu di Kecamatan 
Bontocani, mengalir  melalui Kabupaten Soppeng hingga Danau  Tempe di 





Teluk  Bone. Panjang sungai tersebut mencapai 60  km khusus di wilayah 
Kabupaten Bone Bulan. 
Tabel 4.2 









(1) (2) (3) (4) (5) 
Januari 84 25,9 208 19 
Februari 83 27,1 187 9 
Maret 81 26,2 148 10 
April 82 26,2 158 15 
Mei 86 25,1 594 22 
Juni 86 25 638 23 
Juli 85 24,6 200 17 
Agustus 84 24,5 194 13 
September 80 24,4 0 0 
Oktober 77 26,4 1 1 
November 77 27,6 33 5 
Desember 79 27,4 54 8 
Sumber : BPS (Statistis Daerah Kabupaten Bone 2015) 
4.1.3. Keadaan Demografi 
4.1.3.1.Jumlah Penduduk dan Pertumbuhannya 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah 
penduduk Kabupaten Bone Tahun 2014 adalah 738.515 jiwa, terdiri atas 





Bone sekitar 4.559 km2 persegi, rata‐rata tingkat kepadatan penduduk 
Kabupaten Bone adalah 162 jiwa per km2. Kabupaten Bone tergolong 
kabupaten yang besar dan luas di Sulawesi Selatan. Rata-rata jumlah 
penduduk per km2 adalah 162 jiwa. Terkait  dengan perannya sebagai pusat 
pemerintahan, pendidikan, dan fasilitas publik lain, maka mayoritas penduduk 
tinggal terpusat di ibukota kabupaten. Kepadatan  penduduknya mencapai 
1.111,78 jiwa per km2. 
Keberadaan penduduk dalam jumlah yang besar,seringkali dianggap 
sebagai pemicu masalah-masalah kependudukan seperti kemiskinan dan 
pengangguran. Namun, dalam tinjauan demografi, penting untuk melihat 
struktur umur penduduk. Penduduk usia produktif yang besar dan  berkualitas 
dapat berperan positif dalam  pembangunan ekonomi.   
Penduduk Kabupaten Bone didominasi oleh penduduk muda dan 
usia  produktif. Penduduk usia produktif memiliki jumlah terbesar yaitu 64,50 
persen dari keseluruhan populasi dengan rasio  ketergantungan sebesar 55,03 
persen. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 
sebanyak 55 hingga 56 penduduk yang   belum produktif dan tidak produktif 
lagi. 
Hal lain yang menarik diamati pada piramida penduduk 





dengan penduduk usia 0-4 tahun yang jumlahnyalebih kecil dari 
kelompok  penduduk usia yang lebih tua  yaitu 5-9 tahun. Kondisi tersebut 
mengindikasikan terjadinya penurunan tingkat 
kelahiran  penduduk  pada  beberapa tahun ini. Indikasi turunnya tingkat 
kelahiran, terkait dengan peningkatan  penggunaan alat kontrasepsi. Jumlah 
akseptor KB aktif di Kabupaten  Bone tahun 2014 tercatat 87.220 orang 
meningkat dari tahun 2013.  Metode kontrasepsi yang paling banyak 
digunakan  adalah   suntikan (33,40 persen), pil ( 28,76 persen), dan implant 
(25,61 persen). 
Tabel 4.3 
Jumlah  Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Per Km2 Menurut 
Kecamatan Di Kabupaten Bone Tahun 2014 
Kode Kecamatan Penduduk Kepadatan 
Penuduk 
(1) (2) (3) (4) 
010 Bontocani  15.614 33,70 
020 Kahu 38.370 202,48 
030 Kajuara 35.905 289,25 
040 Salomekko 15.374 181,06 
050 Tonra 13.413 66,96 
060 Patimpeng 16.315 125,05 
070 Libureng 29.693 86,25 
080 Mare 26.270 99,70 
090 Sibulue 33.761 216,69 
100 Cina 26.159 177,35 
110 Barebbo 27.238 238,51 





130 Lappariaja 23.642 171,32 
140 Lamuru 24.780 119,13 
141 Tellulimpoe 14.003 44,02 
150 Bengo 25.415 154,97 
160 Ulaweng 24.664 152,56 
170 Palakka 152,56 194,95 
180 Awangpone 29.155 263,37 
190 Tellusiattinge 39.986 251,01 
200 Amali 20.679 173,58 
210 Ajangale 27.373 196,93 
220 Dua Boccoe 30.134 207,96 
230 Cenrana 23.929 166,64 
710 Tanete Riattang Barat 46.988 875,34 
720 Tanete Riattang 51.118 2148,72 
730 Tanete Riattang Timur 42.377 866,96 
Kabupaten Bone 738.515 161,99  
Sumber : BPS (Statistik Daerah Kabupaten Bone 2015) 
4.1.3.2. Tingkat Pendidikan Massyarakat. 
Sumber daya manusia yang berkualitas  merupakan motor utama  
pembangunan bangsa. Pembentukan  sumber daya manusia yang berkualitas 
sangat  dipengaruhi oleh proses pendidikan dan  pengajaran. Dengan 
demikian, kualitas serta  jangkauan pendidikan dan pengajaran harus  
senantiasa diupayakan dan ditingkatkan. Salah  satu tolok ukur pembangunan 
di bidang  pendidikan dari sisi supply adalah keberadaan  sarana dan 






Tahun 2014 jumlah sekolah yang tersebar diseluruh wilayah  Kabupaten 
Bone yaitu :  
756  =  Sekolah Dasar  (SD) sederajat,   
210  =  Sekolah Menengah  Pertama (SMP) sederajat,  
99  =  Sekolah  Menengah Atas (SMA) sederajat.  
Setiap  kecamatan telah memiliki sekolah dengan  berbagai jenjang 
tercatat hanya memiliki satu  SMK tanpa adanya SMA dan Madrasah Aliyah.   
Guru merupakan ujung tombak proses  pendidikan dan pengajaran. 
Keseimbangan  jumlah guru dan murid sangat penting dalam  menjamin 
keefektifan penyampaian dan  penerimaan bahan ajar. Pada jenjang  
pendidikan SMP, rasio guru terhadap murid  terlihat paling baik, yaitu 11,63. 
Angka ini  mengandung makna secara rata-rata satu  orang guru mengajar 
sekitar 11 hingga 12  murid. Rasio guru terhadap murid terbesar  adalah pada 
jenjang SD yaitu 13,83. Namun  demikian, rasio guru terhadap murid masih  
ideal. 
4.1.3.3. Indeks Pembangunan Manusia 
Hakikat pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan 
akhir pembangunan karena manusialah kekayaan bangsa sesungguhnya. 





melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana 
penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh 
pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.  
Pada tahun 2015, penghitungan IPM disempurnakan dengan 
menggunakan metode baru sesuai standar internasional yang digunakan oleh 
UNDP. Secara umum, terdapat 3 poin yang diperbaiki : (1) penggantian 
indikator Angka Melek Huruf (AMH) dalam dimensi pendidikan menjadi 
Harapan Lama Sekolah (HLS), (2) penggantian indikator PDB per kapita dalam 
dimensi standar hidup menjadi PNB per kapita, (3) penggantian metode 
agregasi indeks dari rata-rata hitung menjadi rata-rata ukur.  
Secara keseluruhan, tingkat pencapaian IPM Kabupaten Bone tahun 
2010 – 2014 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terus terjadi 
seiring dengan peningkatan IPM Provinsi Sulawesi Selatan meskipun 
keduanya meningkat relatif lambat. Tahun 2014, IPM Kabupaten Bone 
mencapai angka 62,09 meningkat dari 61,40 di tahun 2013. Namun, angka 
tersebut masih berada di bawah IPM Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 68,49.  
Apabila ditinjau dari besaran IPM kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 
Selatan, peringkat IPM Kabupaten Bone tahun 2014 stagnan. Kabupaten Bone 
menduduki peringkat 23 dari 24 kabupaten/kota. IPM tertinggi diraih oleh Kota 





cukup jauh dari kabupaten lain, tetapi peringkat IPM bukanlah penentu utama 
baik buruknya kabupaten. 
 
Gambar 4.3 : IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2010-2014 
4.1.4. Pemerintahan  
Apabila ditinjau dari wilayah  administrasi, hingga tahun 2015, tidak ada  
pemekaran wilayah di Kabupaten Bone.  Kabupaten Bone terdiri atas 27 





dusun/lingkungan  sebanyak 1.299.   Pada sisi legislatif, jumlah anggota  
DPRD Kabupaten Bone sebanyak 45 orang  yang terdiri atas 39 laki-laki dan 
6 perempuan.   Secara keseluruhan, sebagian besar anggota  DPRD 
berpendidikan S-1 (53,33 persen).  Namun, masih cukup banyak yang  
berpendidikan SMA (31, 11 persen) dan hanya  13,33 persen yang 
berpendidikan S-2. 
Di lingkup Pemerintah Daerah  Kabupaten Bone, terdapat 10.861 
Pegawai  Negeri Sipil (PNS) dengan komposisi 42,57  persen laki-laki (4.624 
orang) dan 57,43  persen perempuan (6.237 orang). Ditinjau dari  aspek 
pendidikan, 50,39 persen PNS tersebut  memiliki pendidikan tertinggi D-IV/S-
1.   Namun, masih ada PNS yang berpendidikan  tertinggi SMP ke bawah.    
Dalam menjalankan pemerintahan,  pemerintah memperoleh 
pendapatan dari  berbagai sumber. Di sisi lain, pemerintah juga  melakukan 
belanja untuk mendukung tugas  dan fungsi pemerintahannya.  Pada tahun 
2014 Pendapatan Asli  Daerah (PAD) Kabupaten Bone mencapai  155,43 
miliar rupiah meningkat 80,99 persen  dari tahun 2013. Nilai tersebut 
menyumbang  10,13 persen terhadap Pendapatan Kabupaten  Bone.    
Pendapatan Kabupaten Bone juga  diperoleh melalui transfer dari pihak 
lain.  Transfer terbesar diperoleh dari Dana Alokasi  Umum (DAU). Pada tahun 
2014 DAU  Kabupaten Bone bernilai 950,401 miliar rupiah  dan menyumbang 





nilai belanja daerah  Kabupaten Bone tahun 2014 sebesar 1.420,62  miliar 
rupiah. Belanja daerah ini diperuntukkan  untuk berbagai kepentingan seperti 
belanja pegawai, barang, subsidi, modal, dan lain-lain. 
4.1.5. Gambaran Sample Penelitian 
Berdasarkan  focus penelitian dan untuk menilai seberapa  demokratis 
pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Bone, maka telah ditetapkan 2 
Desa yang akan menjadi sampel penelitian ini, yaitu Desa Palakka Kecamatan 
Kahu dan Desa Ulo Kecamatan Tellu Siattinge. Dari sampel kedua Desa ini 
penulis harapkan menjadi representative untuk melihat pelaksanaan Pilkades 
di seluruh wilayah Kabupaten 
4.1.5.1.Desa Palakka 
Desa Palakka merupakan salah satu Desa dari 19 Desa yang ada di 
Kecamatan Kahu dengan luas wilayah Desa Palakka ±10.221 km2 . Adapun 
batas-batas wilayah Desa Palakka sebagai berikut : 
 Sebelah Timur : Desa Cenrana 
 Sebelah Utara : Desa Hulo 
 Sebelah Selatan : Desa Bonto Padang 
 Sebelah Barat : Desa Sanrego 
Berdasarkan data administratif Pemerintah Desa, penduduk yang 





berjenis kelamin laki-laki berjumlah ± 1.228 jiwa, sedangkan berjenis kelamin 
perempuan berjumlah ± 1.725 jiwa. Penduduk Desa tersebut tersebar di 6 
dusun yakni, Dusun Kallimpo, Dusun Pattiro, Dusun, Kancirang, Dusun Toli-
toli, Dusun Gulicca dan Dusun Batutaneng. Sedangkan untuk mata 
pencaharian masyarakat desa Palakka terbagi beberapa bidang, seperti : 
petani, buruh tani, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, pensiunan, 
buruh bangunan, peternak, jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian 
dapat dilihat pada tebel berikut: 
Tabel 4.4 
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
No Jenis Pekerjan Jumlah Presentase jumlah Penduduk 
1. Buruh Tani 130 4.42 % 
2. Petani 1.737 59.06 % 
3. Peternak 565 19.21 % 
4. Pedagang 450 15.30 % 
5. Tukang kayu 4 0.14 % 
6. Tukang Batu - 0.00 % 
7. PNS 19 0.65 % 
8. TNI/POLRI 20 0.68 % 
9. Pengrajin 6 0.20 % 
10. Dll 6 0.20 % 
Jumlah Total 2.941 100 % 







4.1.5.2. Desa Ulo 
Luas wilayah Desa Ulo ± 17 km2 , Desa Ulo terletak ± 9 km dari ibukota 
Kecamatan dan jarak ke Ibukota Kabupaten ± 26 km. adapun batas-batas 
wilayah  Desa Ulo sebagai Berikut; 
  Sebelah Barat :   Desa Pongka dan Desa Palongki Kec. Tellu 
Siattinge 
 Sebelah Timur : Desa Otting dan Desa Bulumpare 
Kec.Awanngpone 
 Sebelah Utara :      Desa Lappae dan Desa Mario Kec. dua Boccoe 
 Sebelah Selatan :     Desa Padaidi dan Desa Tajong Kec. Tellu 
Siattinge 
Desa Ulo Seperti desa-desa yang lain di kabupaten Bone Memiliki iklim 
tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. 
 Penduduk Desa Ulo sebanyak 6318 jiwa  yang tersebar di 6 dusun 
yakni, Dusun 1 Watang Ulo, Dusun 2 Watang Ulo Dusun 3 Watang Ulo, Dusun 
4 Kampung Baru, Dusun 5 Mattiro Walie, Dusun 6 Mattiro Walie Utara, 









Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 








1 Petani 433 357 479 407 658 352 2686 
2 Wiraswasta 7 3 8 65 53 228 368 
3 PNS/TNI/PPOLRI 4 1 5 16 18 13 57 
4 Karyawan 
sawasta 
4 1 2 1 6 4 18 
5 Nelayan - 2 - - - - 2 
6  Tenaga 
Kontrak/Sukarela 
10 2 4 44 18 12 90 
7 Buruh/Tenaga 
Lepas 
95 105 103 113 125 104 709 
8  Pensiunan 6 - - 1 2 3 12 
9 Tidak Bekerja 461 167 214 292 436 297 1.867 
Total 778 388 565 699 1.076 763 6.318 
Sumber : RPJM Desa Ulo 2016-2022 
4.2. Pembahasan 
4.2.1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Bone 
Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah 
Daerah, sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 





pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah 
kabupaten. Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, 
pelaksanaan Pilkades hanya dilaksanakan bagi sebagian desa yang periode 
masa jabatan Kepala Desanya telah habis.   
Pemilihan Kepala Desa serentak  tentu menjadi tantangan tersendiri 
bagi Pemerintah Daerah untuk mampu mengakomodasi secara merata 
seluruh kebutuhan Desa dalam menyelenggarakan pemilihan, melihat jumlah 
Desa yang melaksanakan  pesta demokrasi ini cukup banyak, belum lagi 
ditambah Biaya pelaksanaan pemilihan sebagian dibebankan pada APBD, 
menambah tugas daerah dalam menjalankan pengawasannya. Jika ditinjau 
dari sisi pengawasan, Pemerintah daerah juga harus  kerja ekstra mengingat 
secara geografis letak desa-desa di Kabupaten Bone tidak semuanya dekat 
dengan Ibukota Kabupaten, sehingga untuk tetap menjaga iklim pemilihan 
yang demokratis disetiap Desa, maka peran Pemerintah Daerah sangat 
dibutuhkan. 
Hal ihkwal dalam pembuatan kebijakan selalu mempertimpangkan 
faktor efisiensi dan efektifitas. Seperti halnya dalam penetapan  Undang-
Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang  
Desa tentu  sangat mempertimbangkan kedua faktor tersebut, termasuk di 
dalamnya pemilihan Kepala Desa. Bagaimana kemudian pemilihan dapat 





Daerah) lebih banyak diuntungkan. Iplementasi Undang-Undang ini telah 
dibuktikan dengan terselenggaranya Pilkades serentak di Kabupaten Bone.  
Sehingga akan terlihat jelas bagaimana undang-undang baru ini menjawab 
persoalan pemerintah selama ini. Seperti yang diungkapkan Kepala Bagian 
Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Drs.Andi Haidar,M.M bahwa : 
“Keuntungan Dari Pilkades Serentak ini lebih besar dan lebih banyak,  
dibanding dengan pemilihan yang lalu-lalu . Karena kalau mau 
berdasarkan akhir masa jabatannya Badan Pemerintahan Desa ini, 
maka kami bekerja satu tahun hanya untuk  melakukan pemiliha kepala 
desa, artinya mungkin sampai 4 tahun kedepan Pemdes hanya 
melakukan pemilihan kepala desa tidak ada tugas-tugas pemerintahan 
lain yang bisa terselenggara. Mulai dari tahapan, setiap tahapan itu 
minimal 97 hari setiap desa jadi kalau misalnya dalam satu tahun itu ada 
yang bervariasi akhir masa jabatannya berarti satu tahun itu berarti 
pemdes hanya melakukan pemilihan kepala desa tidak melakukan 
tugas-tugas lain, karena sebenarnya tugas pemerintahan umum itu, 
pemerintahan,pembangunan, pembinaan kepada masyarakat, dan 
pemberdayaan pada masyarakat, kalau seperti yang lalu itu kita hanya 
melakukan pemerintahan saja. Pembangunan, pelayanan dan 
pemberdayaan, kita tinggalkan  karena kita focus pada satu pekerjaan 
saja. 35 
 
Tugas bagian pemerintahan Desa sebenarnya bukan hanya 
menyelenggarakan Pilkades saja tetapi juga melakukan pembinaan dan 
pemberdayaan kepada masyarakat desa. Tetapi sebelum adanya undang-
undang yang mengatur khusus Desa, bagian Pemdes Kabupaten hanya 
                                                          
35 Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Bone , pada 





mampu menyelenggarakan pilkades saja, hal ini karena keterbatasan waktu 
dengan jumlah Desa yang lumayan banyak di Kabupaten Bone . 
Kita bayangkan apabila terjadi pemilihan kepala desa semua staf ini 
tidak cukup untuk melaksanakan tugas-tugas ini, jadi kalau serentak 
satu kali dalam satu gelombang itu 177 desa, masing-masing desa 
melaksakan pemilihan dengan tenggang waktu misalnya 10 hari desa 
yang satu dengan desa yang lainnya,  jadi kalau 177 desa berapa tahun 
baru bisa selesai. Dengan serentak ini berarti satu hari dilaksanakan 
untuk 177 Desa berapa waktu yang teririt, berapa waktu yang bisa kita 
sisihkan untuk mengerjakan tuga-tugas lain dari tugas umum 
pemerintahan.”36 
 Kabang Pemdes Kabupaten Bone sendiri mengakui bahwa banyak 
kelebihan dari pelaksanaan Pilkades serentak ini, mulai dari penghematan 
waktu dan biaya, manajemen sumber daya yang memadai, sampai dengan 
terlaksanannya tuga-tugas pemerintahan yang lain dan tidak hanya terfokus 
pada prosesi pemilihan Kepala Desa saja.  
Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa gelombang pertama, 
sebanyak 177 Desa yang tersebar di 24 Kecamatan di Kabupaten Bone yang 
ikut serta dalam hajatan demokrasi ini. Berikut nama-nama Desa yang 
mengikuti Pilkades serentak  beserta daftra pemilih tetap dan yang 
menggunakan hak memilihnya. 
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Daftar Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I di Kabupaten 
Bone 










1. Desa Lagori 1.116 724 64.87 
 2. Desa Gaya Baru 1.650 1.051 63.70 
 3. Desa Tapong 833 724 86.91 
 4. Desa Tondong 555 496 89.37 
 5. Desa Bonto 
Masungu 
780 628 80.51 
 6. Desa Batu Putih 622 509 81.83 
2. Kecamatan 
Ulaweng 
1. Desa Lilina 
Ajangale 
2.084 1.803 86.52 
 2. Desa Sappewalie 1.285 1.148 89.34 
 3. Desa Tea Malala 723 646 89.35 
 4. Desa Galung 1.078 888 82.37 
 5. Desa Timusu 1.155 802 69.44 
3. Kecamatan 
Amali 
1. Desa Lili 
Riattang 
680 624 91.76 
 2. Desa Mattaro 
Purae 
1.635 1.274 77.92 
 3. Desa Tassipi 1.030 911 88.45 
 4. Desa Benteng 
Tellue 
1.051 920 87.54 









1. Desa Tajong 1.294 1.111 85.86 
 2. Desa Ulo 4.021 2.677 66.58 
 3. Desa Lanca 1.523 1.239 81 
 4. Desa Itterung 2.060 1.644 79.81 
 5. Desa 
Mattoanging 
1.203 1.096 91.11 
 6. Desa Lamuru 1.203 1.096 71.14 
 7. Desa Waji 1.906 1.556 81.68 
 8.  Desa Lea 1.440 926 64.31 
 9. Desa Padaidi 872 801 91.86 
 10. Desa Patangnga 1.476 1.256 85.09 
 11. Desa Pongka 1.496 1.221 81.62 
5. Kecamatan 
dua Booce 
1. Desa Mario 1.997 1.418 71.01 
 2. Desa Praja Maju 1.113 916 82.30 
 3. Desa Tocina 670 557 83.13 
 4. Desa Solo 644 591 91.77 
 5. Desa Matajang 332 306 92.17 
 6. Desa 
Sanrangeng 
827 714 86.34 
6. Kecamatan 
Cenrana 
1. Desa Paccube 1.084 864 79.70 
 2. Desa Watu 1.167 1.015 86.98 
 3. Desa Nagauleng 756 634 83.86 
 4. Desa Awang 
Cenrana 
1.907 1.637 85.84 





 6. Desa Cakkeware 1.581 1.396 88.30 
 7. Desa Ajalasse 824 738 89.56 
 8. Desa Watang Ta’ 933 848 90.89 
 9. Desa Pusunge 524 507 96.76 
7. Kecamatan 
Awangpone 
1. Desa Matuju 943 810 85.90 
 2. Desa Unra 1.433 1.085 75.72 
 3. Desa Kading 1.261 971 77.00 
 4. Desa Kajuara 1.079 1.019 94.44 
 5. Desa Jaling 1.726 1.449 83.95 
 6. Desa Carigading 839 694 82.72 
 7. Desa Mappalo 
Ulaweng 
605 541 89.42 
8. Kecamatan 
Palakka 
1. Desa Siame 918 766 83.44 
 2. Desa Passempe 1.423 1.079 75.83 
 3. Desa Mico 1.541 1.116 72.42 
 4. Desa Tanah 
Tengnga 
1.289 1.071 83.09 
 5. Desa Tirong 1.108 829 74.82 
 6. Desa Mattanete 
Bua 
905 852 94.14 
 7. Desa Maduri 605 443 73.22 
 8.  Desa Lemo Ape 1.713 1.389 81.09 
9. Kecamatan 
Ajangale 
1. Desa Manciri 1.372 1.110 80.90 
10. Kecamatan 
Sibulue 
1. Desa Pattiro Bajo 1.019 882 86.56 
 2. Desa 
Massanreng Pulu 





 3. Desa Tunreng 
Tellue 
1.218 1.121 92.04 
 4. Desa Tadang 
Palie 
1.061 902 85.01 
 5. Desa Mallusetasi 1.560 1.290 82.69 
 6. Desa Ajangpulu 667 506 75.86 
 7. Desa Manajeng 1.242 1.111 89.45 
 8. Desa Bulie 610 562 92.13 
 9. Desa Balieng 
Toa 
818 757 92.54 
 10. Desa Kalibong 953 803 84.26 
11. Kecamatan 
Cina 
1. Desa Arasoe 2.213 1.730 78.17 
 2. Desa Tanete 
Harapan 
1.230 1.097 89.19 
 3. Desa Lompu 1.741 1.510 86.73 
 4. Desa Padang 
Loang 
977 891 91.20 
 5. Desa 
Abbumpungeng 
2.272 1.955 86.05 
 6. Desa Kawerang 1.296 1.155 89.12 
 7. Desa Kanco 726 657 90.50 
 8. Desa Cinennung 1.721 1.453 84.43 
12. Kecamatan 
Barebbo 
1. Desa Lampoko 1.098 1022 93.08 
 2. Desa Wollangi 549 502 91.44 
 3. Desa Talungeng 913 796 87.19 
 4. Desa Cingkang 436 367 84.17 
 5. Desa Cempaniga 303 245 80.86 







1.  Desa Mattiro 
Walie 
643 566 88.02 
 2. Desa Mario 1.286 1.060 82.43 
 3. Desa Tellu 
Boccoe 
1.057 912 86.28 
 4. Desa Mattapa 
Walie 
791 685 86.60 
 5. Sumaling 854 717 83.96 
 6. Desa Data 594 518 87.21 
 7. Desa Batu 
Gading 
1.421 1.242 87.40 
 8. Desa Cege 910 777 85.38 
 9. Desa Kadai 1.017 854 83.97 
 10. Desa Lakukang 894 768 85.91 
 11. Desa Pattiro 958 853 89.04 
 12. Desa Lappa 
Upang 
866 733 84.64 
 13. Desa Karella 700 633 90.43 
14. Kecamatan 
Tonra 
1. Desa Libureng 720 617 85.69 
 2. Desa Bacu 673 561 83.36 
 3. Desa Bone Pute 481 432 89.81 





1.840 1.435 77.99 
 2. Desa Manera 967 756 78.18 
 3. Desa Ulu Balang 1.890 1.626 86.03 
 4. Desa Gattareng 2.143 1.572 73.35 





 6. Desa Tebba 710 566 79.72 
16. Kecamatan 
Kajuara 
1. Desa Raja 1.517 1.209 79.70 
 2. Desa 
Abbumpungeng 
1.153 928 80.49 
 3. Desa Bulu Tanah 1.508 1.294 85.81 
 4. Desa Gona 2.491 2.001 80.33 
 5. Desa Polewali 854 720 84.31 
 6. Desa Padaelo  801 646 80.65 
 7. Desa Tarasu 2.402 1.290 53.71 
 8. Desa Lemo 1.470 1.255 85.37 
 9. Desa Kalero 2.104 1541 73.24 
 10. Desa Lappa 
Bosse 
1.751 1.422 81.21 
 11. Desa Angkue 900 768 85.33 
 12. Desa Mallahe 858 670 78.09 
17. Kecamatan 
Ponre 
1. Desa Turu Ade 1.187 959 80.79 
18. Kecamatan 
Kahu 
1. Desa Nusa 1.223 972 79.48 
 2. Desa Pasaka 1.729 1.406 81.32 
 3. Desa Labuaja 1.261 1.050 83.27 
 4. Desa Cakkela 934 806 86.30 
 5. Desa Balle 1.034 716 69.25 
 6. Desa Matajang 965 659 68.29 
 7. Desa Sanrego 2.967 2.283 76.95 
 8. Desa Palakka 2.198 1.685 76.66 
 9. Desa Tompong 
Patu 
2.329 1.847 79.30 





 11. Desa Bonto 
Padang 
1.008 855 84.82 
 12. Desa 
Maggenrang 
947 768 81.10 
19. Kecamatan 
Libureng 
1. Desa Tompo 
Bulu 
772 628 81.35 
 2. Desa 
Pitumpidange 
1.434 1.219 85.01 
 3. Desa Swadaya 660 574 86.97 
 4. Desa Baringeng 862 675 78.31 
 5. Desa Mattiro 
Bulu 
807 700 86.74 
 6. Desa Suwa 618 534 86.41 
 7. Desa 
Laburasseng 
880 749 85.11 
 8. Desa Ponre-
Ponre 
1.237 1.000 80.84 
20. Kecamatan 
Patimpeng 
1. Desa Patimpeng 1.199 1.027 85.65 
 2. Desa Latellang 1.048 841 80.25 
 3. Desa 
Maddanreng 
Pulu 
800 700 87.50 
 4. Desa Masago 1.382 1.185 85,75 
 5. Desa Batulappa 1.443 1.124 77.89 
 6. Desa Massila 1.414 1.216 86.00 
 7. Desa Bulu 
Ulaweng 
460 427 92.83 







1. Desa Watang 
Cani 
1.390 1.190 85.61 
 2. Desa Pattuku 773 649 83.96 
 3. Desa Bontojai 1.359 1.158 85.21 
 4. Desa Bana 1.786 1.261 70.60 
 5. Desa 
Pammusureng 
920 762 82.83 
 6. Desa Langi 1.601 1.168 72.95 
 7. Desa 
Lamoncong 
295 216 73.22 
 8. Desa Mattiro 
Walie 
636 439 69.03 
22. Kecamatan 
Lappa Riaja 
1. Desa Mattapa 
Walie 
2.394 1.751 73.14 
 2. Desa Lili 
Riattang 
3.116 1.577 50.61 
 3. Desa Sengeng 
Palie 
2.365 1.614 68.25 
 4. Desa Patangkai 3.143 1.726 54.92 
 5. Desa Tonronge 1.772 1.257 70.94 
 6. Desa Pattuku 
Limpoe 
2.651 1.550 58.47 
23. Kecamatan 
Bengo 
1. Desa Samaenre 2.417 1.848 76.46 
 2. Desa Tungke 2.410 1.965 81.54 
 3. Desa Bengo 1.596 1.235 77.38 
 4. Desa Liliriawang 3.369 2.027 60.17 
 5. Desa Bulu 
Allaporenge 
1.388 1.085 78.17 
24. Kecamatan 
Lamuru 
1. Desa Mattampa 
Walie 





 2. Desa Poleonro 1.355 1.023 75.50 
 3. Desa Sengeng 
Palie 
1.659 1.262 76.07 
 4. Desa Mattampa 
Bulu 
2.619 1.715 65.48 
 5. Desa Turu 
Cinnae 
2.314 1.336 57.74 
 6. Desa Seberang 1.217 893 73.38 
 7. Desa 
Massenreng Pulu 
2.101 1.379 65.64 
 8. Desa 
Mamminasae 
1.331 1.123 84.37 
 9. Desa Padaelo 1.294 842 65.07 
 10. Desa Barugae 1.241 1.003 80.82 
 11. Desa Barakkae 1.622 1.055 65.04 
Jumlah 223.729 180.739  80.78 % 
 Sumber : Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Bone 
Dari tabel diatas telah menggambarkan bahwa kepedulian masyarakat 
untuk memilih pemimpin mereka sudah sangat besar.  Terkhusus untuk tingkat 
partisipasi masyarakat yang datang memilih ke TPS jika dihitung dari Daftar 
Pemilih Tetap (DPT) telah menunjukkan angka ±80 %. Hal ini berarti 
masyarakat Kabupaten Bone telah menunjukkan kesadaran berdemokrasi 







4.2.1.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkades Sebagai Tolak Ukur 
Demokratisasi 
Seperti partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, pemilihan 
Kepala Desa juga sebagai pesta demokrasi ditingkat Desa sebagai salah satu 
implementasi nilai-nilai  demokrasi di Indonesia, yang mencerminkan nilai 
Kebebasan , dimana  masyarakat diberi kebebasan penuh untuk memilih, 
mendukung calon yang di inginkan.  
 Miriam Budiarjo mengungkapkan bahwa : 
“Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak 
partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya 
tingkat partisipasi menunjukkan tingkat menunjukkan bahwa warga 
mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri 
dalam kegiatan-kegiatan itu”.37 
 Selain tingginya tingkat partisipasi masyarakat melalui pemberian 
suara, di lain sisi masyarakat Kabupaten Bone yang telah mengikuti Pilkades 
juga telah  menunjukkan nilai kebebasan demokrasi mereka, dalam hal ini 
masyarakat berhak untuk mencalonkan dirinya ataupun mencalonkan orang 
yang mereka sukai. Sebagaimana yang diungkapkan Kepala  Desa Palakka 
menjelaskan bahwa: 
“Motivasi saya mencalonkan memang yang pertama dorongan 
masyarakat, orang tua, seandainya tidak ada yang seperti itu saya tidak 
                                                          






berani juga, karena saya tidak terfikir sebelumnya untuk menjadi kepala 
desa, tetapi karena dorongan masyarakat agar saya maju menjadi 
calon”.38 
Bentuk protes atau gugatan yang dilayangkan salah satu  calon di Desa 
Ulo terhadap pemerintah juga merupakan salah satu sisi demokrasi dimana 
masyarakat berhak untuk melaporkan sesuatu yang dianggapnya 
menyimpang menurutnya. Sementara  tingginya tingkat partisipasi 
menunjukkan bahwa masyarakat masih mau mengikuti dan memahami 
masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan politik kenegaraan 
dalam hal ini Pemilihan Kepala Desa. Terkhusus untuk Kabupaten Bone 
pelaksanaan pilkades yang demokratis  telah menjadi barometer  tersendiri 
dalam melihat kematangan demokrasi di tingkat Desa. 
“Yah Alhamdulillah kalau bicara tentang pelaksanaan Pilkades,  kita ini 
yang pertama di Indonesia melakasankan pemilihan serentak 
berdasarkan  permendagri 112, dan berdasarkan UU no. 6 tahun 2014, 
kenapa dikatan begitu karena kemarin yang lain melakukan itu masih 
berdarkan UU lama jadi kita ini yang pertama yang melakukan 
berdasarkan UU no 6 2014 dengan permendagri 112, kemudian 
menyangkut masalah pelaksanaannya di Kabupupaten Bone 
Alhamdulillah aman, terkendalai, artinya tidak insiden-insiden seperti di 
daerah lain, ada yang korban jiwa, ada yang luka-luka, disini, Bone ini 
tidak ada. Kalaupun dalam perjalanannya ini setelah pelantikan ada 
orang yang keberatan atas hasil pemilihan itu lumrah, karena dalam 
setiap kompetisi itu tidak semua orang puas. Yang tidak puas inilah 
yang keberatan, ada yang ke polisi ada yang ke pengadilan, tapi yah 
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hasilnya itu kita anggap  bahwa 177 Kepala Desa yang terpilih ini adalah 
itulah yang dianggap baik oleh masyarakatnnya”.39 
Sebagai pelaksanaan nilai demokrasi, partisipasi masyarakat dalam 
politik memiliki peranan penting. Karena dalam Negara demokrasi semua 
bersumber pada rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Memilih pemimpin Desa  
secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah. 
Tidak Cuma Partisipasi dalam memilih tetapi partisipasi politik dapat juga 
dikaitkan dalam bentuk partisipasi memprotes keputusan pemerintah yang 
dianggapnya salah dan hal ini termasuk dalam kebebasan berpendapat. 
4.2.1.2 Kompetisi  Antar Calon Dalam Pilkades Sebagai Tolak Ukur 
Demokratisasi 
Kompetisi menyangkut tersedianya hak-hak dan kebebasan paling tidak 
bagi beberapa  anggota system politik. Meningkatnya kompetisi berarti 
meningkatnya peluang bagi oposisi politik dan meningkatnya kompetisi untuk 
meraih kekuasaan pemerintahan. 
Oleh karena itu yang menjadi inti demokrasi adalah pemilihan  yang 
bersifat umum, bebas dan setara. Atas dasar prinsip demokrasi yang 
dikemukakan oleh Dahl pada bab sebelumnya yakni partisipasi dan kompetisi, 
maka yang terjadi adalah keunggulan demokrasi, yaitu  yang mendorong 
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warga masyarakat untuk berinisiatif dan krestif untuk mendapatkan jabatan 
atau kekuasaan politik (berkompetisi) sesuai dengan hukum yang berlaku. 
Dilihat dari budaya politik di desa, dalam pemilihan kepala desa 
tentunya menggunakan cara-cara tradisional dan masyarakat pun masih 
berpikir tradisional sehingga pemimpin atau calon kepala desa dianggap 
mempunyai kekuasaan sepenuhnya terhadap kemajuan desa dan 
masyarakatnya.   
Kompetisi antar calon pada Pilkades serentak di kabupaten Bone 
tentunya masih tentunya masih terikat oleh nilai-nilai dan adat yang berlaku di 
daerah itu. Penulis melihat bahwa kompetisi antar calon berjalan dengan baik 
karena nilai masih dikedepankan oleh masing-masing calon. Kompetisi calon 
pun dibangun melalui struktur masyarakat bisa dalam konteks lingkup keluarga 
atau relasi kekerabatan sebagai basis masyarakat atau masyarakat itu sendiri 
sebagai satu himpunan atau asosiasi (association).  
Dinamika pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bone ditinjau 
dari kompetisi yang berlangsung selama tahapan pemilihan Kepala Desa 
sudah sangat demokratis, seperti yang diungkapkan Ketua Paniti Pelaksana 







“Kompetisi berjalan dengan Bagus dan secara sehat, artinya dalam 
seluruh tahapannya tidak ada bentrok”.  
  
Hal Senada diungkapkan Oleh tokoh masyarakat Pemilihan Desa 
Palakka beliau mengemukakan bahwa : 
 “Tidak ada yang calon saling menjatuhkan, dan semua panitia 
melakukan sesuai dengan tahapannya, sampai dengan penentuan hari 
H”.40 
Agar Lebih menjawab dan mengukur pertanyaan penelitian tentang 
bagaimana pelaksanaan pemilihan Kepala desa di Kabupaten Bone, untuk itu 
Pada Bagian selanjutnya penulis akan memaparkan hasil pelaksanaan 
pemilihan di dua desa yang dijadikan sample  yakni Desa Palakka Kecamatan 
Kahu dan Desa ulo Kecamatan Tellu Siattinge, yang kemudian diuraikan dalam 
beberapa tahapan yakni persiapan, pencalonan dan pemungutan suara. 
Kedua Desa ini dijadikan sampel oleh penulis dengan pertimbangan bahwa 
Desa Palakka yang berada pada wilayah administratif Kecamatan Kahu 
memiliki jarak sekitar 110 km dari Ibukota kabupaten (pusat Pemeritahan 
Daerah) . Asumsi awal  yang terbangun melihat jarak Desa yang jauh dari 
ibukota Kabupaten akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Pilkades. 
Namun pada pelaksanaannya, jarak yang jauh ternyata tidak membawa 
dampak apa-apa pada pelaksanaan Pilkades di Desa tersebut. Buktinya 
                                                          






panitia Desa tetap mampu melaksanakan pemilihan yang aman tertib dan 
dianggap berhasil dalam pelaksanaannya. Sementara Desa Ulo  Kecamatan 
Tellu Siattinge Desa yang tidak terlalu jauh dari Ibukota Kabupaten tetapi 
sampai saat ini salah satu calonnya masih menggugat hasil pemilihan ke 
Pengadilan Negeri. 
Hasil pelaksanaan Pemilihan di dua desa tersebut akan dijadikan tolak 
ukur dan sebagai bentuk representatif dari pelaksanaan pemilihan Kepala 
Desa secara menyeluruh di Kabupaten Bone. Tentunya dengan menggunakan 
indikator demokratisasi yang penulis telah paparkan di bab sebelumnya, 
indikator ini digunakan untuk melihat seberapa demokratis pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bone. 
4.2.1.3. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Palakka Kecamatan Kahu 
Kabupaten Bone. 
Jika dilihat dari prosedur atau tahapan pelaksanaan pemilihan maka 
untuk mengukur demokratis tidaknya pemilihan yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Daerah  dapat dilihat dari tahapan-tahapannya. Tahapan  yang 
dimaksud adalah tahapan persiapan, pencalonan, dan pemungutan suara. 
Untuk itu penulis akan uraikan secara detail pelaksanaan Pilkades di Desa 






1. Tahapan Persiapan 
Tahapan Persiapan sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan 
Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 tahun 2015 adalah sebagai berikut: 
a.  Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang berakhirnya 
masa jabatan Kepala Desa. 
b. Pembentukan Panitia Pemilihan 
c. Laporan akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati 
d. Penyusunan jadwal proses pelaksanaan pemilihan; 
e. Penyusunan tata tertib pemilihan; dan 
f.   Penyusunan dan pengajuan rencana biaya pemilihan. 
Dari semua tahapan persiapan tersebut telah dilaksankan sesuai 
dengan aturan yang berlaku, terkhusus untuk pembentukan panitia pemilihan, 
telah dibentuk panitia pemilihan tingkat desa. Panitia ini nantinya yang akan 
melaksanakan segala tahapan pemilihan yang bersifat teknis maupun non 
teknis pada tingkat Desa. Panitia ini dibentuk atas Inisiasi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat. 
Berikut nama-nama panitia pemilihan tingkat Desa Palakka yang telah 










Nama-Nama Panitia Pemilihan Kepala Desa Palakka 
No Nama Jabatan 
1. Abdul Aziz,S.Ag Ketua 
2. Agussalim Sekretaris 
3. Bulkis,S.Pd.I Bendahara 
4. H.Sannai Anggota 
4. Syamsuddin,S.Pd.I Anggota 
5. Wahida,S.pd.MM Anggota 
6. Saparuddin,S.Pd Anggota 
 Sumber: BPD (Surat Keputusan BPD Tahun 2015 Tentang 
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Palakka ) 
Sebelum penentuan dan penetapan panitia pemilihan,  terlebih dahulu 
telah diadakannya rapat yang yang diprakarsai oleh Badan Permusyawaratan 
Desa dan diundang seluruh perangkat desa serta tokoh masyarakat. 
Diadakannya rapat sebagai upaya BPD agar nantinya terpilih panitia yang 
benar-benar netral dan menjalankan fungsinya dengan baik.  Seperti yang di 
ungkapkan Haris Suropati ketua BPD Desa Palakka yakni : 
“Saya sebagai ketua BPD Desa Palakka, jadi  kami melaksanakan rapat 
kemudian untuk menghasilkan  kesepakatan. Dan kebetulan anggota 
BPD disini  berjumlah 7 orang dengan mengundang  unsur-unsur 
masyarakat untuk mengikuti rapat dalam hal membentuk panitia 
pemilihan. Kita mengambil kesepakatan bahwa di Palakka terdapat 6 
dusun jadi wakil dari 6 dusun itu masing-masing 1 orang dengan kriteria 





Cuma yang saya tekankan supaya mereka betul betul menjalankan 
tugasnya sesuai dengan aturan, artinya harus bersifat netral”.41 
 
Hal senada juga diungkapkan panitia pelaksanaan pemilihan  Desa 
Palakka Abdul Aziz,S.Ag beliau menerangkan bahwa : 
“Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa dibentuk di Desa sendiri 
oleh ketua BPD dari berbagai  perwakilan yaitu diambil dari perwakilan 
setiap  dusun yang berjumlah 7 orang termasuk ketua panitia”.42 
 
 Sesuai dengan penjelasan Ketua BPD Desa Palakka serta dibenarkan 
oleh ketua panitia pemilihan bahwa dalam penentuan panitia dilakukan secara 
musyawarah (rapat) dengan melibatkan berbagai unsur (perangkat Desa dan 
Tokoh Masyarakat). Dilibatkannya berbagai unsur dalam penentuan panitia 
pemilihan menggambarkan bahwa BPD telah menjalankan mekanisme 
pemilihan sesuai dengan aturan  yang berlaku serta  tak melupakan budaya 
musyawarah sesuai dengan tuntutan demokrasi. 
2. Tahap Pencalonan 
Tahapan Pencalonan sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah 
Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 yaitu : 
                                                          
41 Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Palakka Kecamatan Kahu, pada tanggal 2 April 
2016 pukul 10.23 Wita. 
42 Hasil wawancara dengan Ketua panitia pemilihan Desa Palakka Kecamtan Kahu, pada 





a. Penjaringan Bakal Calon yang pelaksanaannya meliputi 
pengumuman dan penerimaan pendaftaran bakal calon 
b. Penyaringan Bakal calon yang pelaksanaannya meliputi 
penelitian, verifikasi dan klarifikasi berkas administrasi syarat 
calon; 
c. Penetapan dan pengumuman calon; 
d. Pendaftaran dan penetapan daftar pemilih; 
e. Pelaksanaan kampanye calon; dan 
f. Masa tenang 
Pada tahapan ini panitia pemilihan membuka pendaftaran bagi 
masyarakat yang ingin mendaftar sebagi bakal calon Kepala Desa. Bakal 
Calon Kepala Desa harus melalui  verifikasi berkas dan ujian bakal calon yang 
telah diatur mekanismenya oleh panitia. Untuk verifikasi berkas bakal calon 
panitia pemilihan tingkat desa  diberikan kepercayaan untuk menjaring bakal 
calon  dari sisi kelengkapan administratifnya apakah telah sesuai dengan 
peryaratan atau belum. Sementara untuk ujian bakal calon menjadi calon 
menjadi tanggung jawab dan diselenggarakan  panitia tingkat Kabupaten. 















Pendidikan Pekerjaan Agama 
1. Muhtar. S.P. Palakka/ 24 
Juni 1973 
S1 Pertanian Petani Islam 
2. Mukhtar Kallimpo/ 02 
Mei 1966 
SMA TNI Islam 






4 Syamsul Alam Palakka/ 27 
Maret 1973 
SMA Wiraswasta Islam 






Sumber : Dokemen Pemilihan (Berita Acara Penyempurnaan Persyaratan 
Bakal calon Kepala Desa Palakka) 
 
Dari daftar bakal calon yang lulus verifikasi berkas seperti yang terlihat 
pada tabel diatas, ada satu bakal calon yang tidak lulus pada ujian selanjutnya 
atas nama Awal,S.Sos dikarenakan yang bersangkutan tidak mengikuti  ujian 
seleksi di kabupaten yang diselenggarakan oleh panitia tingkat Kabupaten. 
Asumsi banyak orang bahwa dalam penjaringan calon kepala desa 





kompetensi calon, berbeda dengan penjaringan calon legislatif ataupun calon 
kepala daerah yang betul-betul dilakukan penyeleksian sesuai dengan 
kompetensi mereka. Namun pemahaman  banyak orang ternyata tidak terbukti, 
ini terlihat dari adanya bakal calon yang tidak lulus menjadi calon karena tidak 
mengikuti seluruh tahapan, semakin membuktikan bahwa penjaringan bakal 
calon kepala desa tidak hanya kuat diatas kertas tetapi betul-betul 
diimplementasikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tanpa memihak 
calon manapun. 
sebagaimana yang diungkapkan ketua panitia pemilihan Desa Palakka, 
Abdul Aziz,S.Ag mengemukakan  bahwa: 
“Ada 5 bakal calon yang mendaftar sebelum diadakannya tes, kemudian 
dibelakangan satu mundur dan tidak mengikuti tes di Kabupaten, dan 
Alhamdulillah semua yang mengikuti tes dinyatakan lulus”.43 
 
3. Tahap Pemungutan Suara 
Dalam Tahapan ini sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan 
Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 bahwa ada dua tahapan 
pemungutan suara yakni : 
a. Pelaksanaan pemungutan suara Dan Penghitungan surat suara; dan 
b. Pengumuman penetapan calon terpilih secara lisan. 
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Pemberian suara dalam Pemilu merupakan wujud partisipasi dalam 
politik, kegiatan ini tidak sekedar hanya pemilih memberikan suaranya namun 
sebelumnya terdapat rangkaian proses mengapa seseorang memutuskan 
untuk berangkat ke TPS atau tidak. Pada tahapan ini,  mekanisme pemungutan 
suara dilaksanakan dan diatur di tempat pemungutan suara (TPS). 
Pemungutan dan perhitungan suara adalah peristiwa paling menentukan 
apakah calon terpilih sebagai Kepala Desa ataupun gagal berdasarkan suara 
yang diberikan oleh masyarakat desa yang mempunyai hak pilih . Untuk 
menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pemungutan hingga 
perhitungan suara dapat dilihat dari kondisi TPS yang baik dan aman, 
pemungutan suara dilaksanakan dengan aman dan tertib serta perhitungan 
suara dilaksanakan secara terbuka dan jujur, juga tingkat partisipasi 
masyarakat tinggi. 
Menurut Kepala Desa terpilih Palakka Muhtar, S.P mengungkapkan 
bahwa: 
“Pelaksanaan pilkades menurut saya sudah bagus karena tidak ada 
yang ditemukan menjurus kecurangan, memang ada kelompok yang 
ingin memenangkan calonnya pada hari pemungutan suara, tetapi tidak 
berhasil, karena kesiapan panitia pemilihan, dan saya melihat antusias 
masyarakat untuk memilih Kepala Desa sesuai dengan hatinya, 
sehingga pemilihan kemarin sudah saya anggap demokratis”.44 
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Pernyataan Kepala Desa terpilih melihat bahwa masyarakatnya sudah 
mengenal yang namanya berdemokrasi. Masyarakat kemudian mulai sadar 
dengan memilih pemimpin mereka sesuai dengan hati nuraninya, tanpa harus 
tertekan oleh kelompok terntentu. 
Hal senada juga diungkapkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat 
yakni Ketua Laskar Anti Korupsi 45, mengemukakan bahwa : 
“Pelaksanaan pemungutan suara sangat ramai, berbondong-bondong 
masyarakat datang sampai pas jam 12 sudah hampir semua 
memberikan hak suaranya, jumlah wajib pilihnya itu kalau saya tidak 
salah sekitar 1800-an yang hadir”45 
Selain daripada pelaksanaan pemungutan suara di TPS berjalan 
dengan aman dan tertib. Salah satu indicator demoratis tidaknya pemilihan 
adalah netralitas dari panitia pemilihan, dilihat dari bagaimana mereka 
menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan. Sehingga segala bentuk 
dokumen pemilihan harus ditransparansikan ke wajib pilih. Pelaksanaan 
Pilkades di Desa Palakka sendiri  berdasarkan kalkulasi dari panitia 
pemungutan suara di TPS telah didapatkan wajib pilih yang menggunakan hak 
pilihnya dengan rincian surat suara sebagai berikut: 
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Hasil Pelaksanaan Pemungutan Suara Kepala Desa Palakka 
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap 2198 pemilih 
Jumlah Pemilih yang Datang Menggunakan Hak Pilih 1685 pemilih 
Jumlah Pemilih yang Tidak Datang Menggunakan Hak Pilih 513 pemilih 
Jumlah Surat Suara 2418 lembar 
Jumlah Surat Suara yang di Berikan Kepada Pemilih 1685 lembar 
Jumlah Surat Suara Yang Masuk 2418 lembar 
Jumlah Surat Suara yang Cacat atau Rusak 1       lembar 
Jumlah Surat Suara yang salah Coblos 4       lembar 
Jumlah Suara yang dinyatakan  sah 1681 lembar 
Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah 4       Lembar 
Sumber : Dokumen Pemilihan (Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala 
Desa Palakka 
Dari rincian surat suara tersebut kemudian diumumkan  langsung 
ditempat pemungutan suara dengan disaksikan oleh calon Kepala Desa yang 
berhak dipilih dan saksi dan warga masyarakat ditempat pemilihan. 
Berdasarkan tabel diatas dari Hasil Perhitungan suara sah, masing-











Perolehan Suara Masing-masing Calon Kepala Desa Palakka 
No Nama Calon Jumlah Suara 
1. Syamsu Alam 506 suara 
2. Herman, S.IP 120 suara 
3. Muhtar, S.P 596 Suara 
4. Muhktar 459 suara 
Jumlah 1681 suara 
Sumber : Dokumen Pemilihan (Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala 
Desa Palakka) 
 
Dari hasil perolehan suara merujuk pada hasil suara terbanyak, 
pemilihan Kepala Desa Palakka dimenangkan oleh calon nomor urut tiga (3), 
dengan perolehan  596 suara. jika dihitung dari jumlah surat suara yang  
diinyatakan sah 1681 suara berarti dukungan masyarakat palakka yang 
memilih calon nomor urut tiga sekitar 35 %. Sementara tingkat partisipasi 
masyarakat atau yang menggunakan hak pilih terhitung  dari daftar pemilih 
tetap berarti partisipasi masyarakat sekitar 76 %. Angka ini sudah cukup 
mapan jika dibenturkan pada kesadaran masyarakat dalam memilih pemimpin 
mereka,  serta kompetisi antar calon yang berjalan tertib. 
Dengan hasil pemilihan ini berarti Desa Palakka telah memiliki nahkoda 
baru dalam menjalankan roda pemerintahan. Jika pra pemilihan hingga hari 
pemungutan suara iklim kompetisi antar calon sangat terasa, dan yang 





kelompok pasca pemilihan karena fanatisme mereka akan calonnya masing-
masing. Tetapi wajah berbeda diperlihatkan oleh  Desa Palakka yang 
menanggapi sangat dewasa hasil pemilihan, dibuktikan dari hal-hal yang 
ditakutkan seperti akan ada sekat-sekat antar kelompok masyarakat nyatanya 
tidak terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh kepala desa terpilih Muhtar S.P 
menerangkan bahwa: 
 
“Saya anggap pemilihan ini berhasil karena pasca pemilihan 
masyarakat menerima hasil pemungutan suara, begitu pula lawan politik 
yang memiliki basis suara di dusun lain, malahan masyarakat didusun 
tersebut sangat ramah”.46 
 
Dari hasil pemilihan di Desa Palakka Memperlihatkan kedewasaan para 
calon dan pemilih. Calon yang kalah betul-betul mengakui kekalahannya dan 
masyarakat yang calonnya tidak terpilih juga sudah sadar bahwa dalam 
kompetisi ada menang dan ada kalah sehingga hasil pemilihan tidak  membuat 
masyarakat untuk tidak mengakui Kepala Desa terpilih. Pasca pemilihanpun 
masyarakat sudah tidak adanya kelompok dari masing-masing calon dan 
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4.2.1.4. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ulo Kecamatan Tellu 
Siattinge 
Sama halnya dengan desa Palakka, penilaian terhadap pelaksanaan 
pemilihan di Desa Ulo juga diukur dari sejauh mana seluruh keberhasilan 
tahapan pemilihan yang berlangsung di Desa tersebut. Mulai dari tahapan 
Persiapan, pencalonan hingga penetepan calon. Desa Ulo sebagai salah satu 
desa yang ada di Kecamatan Tellu siattinge, berdasarkan dari pengamatan  
penulis dan hasil diskusi dengan beberapa orang bahwa, Desa ini  menarik 
untuk diteliti karena sampai saat ini masih ada salah satu calon yang 
menggugat hasil pemilihan. Gugatan tersebut bisa penulis jadikan sebagai 
gambaran dalam menilai bagaimana pelaksanaan Pemilihan kemarin. Indikasi 
adanya gugatan tersebut bisa saja bersumber dari tidak berjalannya tahapan 
sesuai dengan aturan, atau memang gugatan itu muncul murni dari calon yang 
tidak mau menerima kekalahan. Untuk itu penulis akan paparkan  secara 
komprehensif berdasarkan urutan tahapan pemilihan. 
a. Tahapan Persiapan 
Pada tahapan ini  sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone 
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang salah satu inti 
pokoknya adalah pembentukan panitia pemilihan. Kelancaran pemilihan 
tentunya  sangat dipengaruhi dari kinerja panitia yang telah dibentuk. Karena  





yang dibentuk tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk itu  dalam 
pembentukannya dibutuhkan profesionalitas dan netralitas dalam memilih 
panitia, serta harus representative dari kelompok masyarakat yang ada di Desa 
tersebut. 
Desa Ulo sendiri dalam membentuk dan menyusun komposisi 
panitiannya  telah sesuai dengan aturan yang ada dimana Badan 
Permusyawaratan Desa selaku badan yang mengawasi roda pemerintahan di 
Desa, diberi kepercayaan untuk membentuk panitia pemilihan  tingkat Desa. 
Sebagaimana yang diungkapkan ketua BPD Ulo, Pihering,S.Pd beliau 
mengemukakan bahwa : 
“BPD hadir untuk membentuk panitia pemilihan, dalam pembentukan itu 
diundang tokoh-tokoh masyarakat, dan semua dusun untuk diminta 
pendapatnya dalam hal ini proses pembentukan panitia kepala desa, 
setelah terbentuk panitia kami serahkan  kepada panitia untuk 
memproses jalannya pemilihan dan  tahapan-tahapanya”.47 
 
Pernyataan ketua BPD tersebut, kemudian dibenarkan oleh Ketua 
Panitia Pemilihan Kepala Desa Ulo, Maming Genda,SH,MH 
“Untuk proses penetapan panitia dilakukan oleh BPD melalui rapat yang 
diundang dari beberapa Unsur termasuk juga dari kecamatan. 
                                                          
47Hasil wawancara dengan Ketua BPD  Ulo Kecamatan Tellu Siattinge, pada tanggal 8 April 





Kemudian BPD  menawarkan kepada forum tentang mekanisme 
pemilihan Panitia”.48 
Setelah Panitia terbentuk maka seluruh wewenang yang menyangkut 
masalah tahapan pemilihan diserahkan kepada panitia namun tetap 
dipertanggungjawabkan pada BPD. Dari tujuh orang panitia yang telah 
ditetapkan dalam rapat BPD, panitia pemilihan Desa Ulo menganggap bahwa 
jumlah sumber daya manusia tujuh orang tersebut masih kurang memadai 
dengan jumlah pemilih yang sangat banyak jika dibandingkan dengan desa-
desa lain. Sehingga dalam perjalananya panitia kemudian mempercayakan 
beberapa orang dalam membantu tugas-tugas panitia untuk melancarkan 
pelaksanaan pemilihan. Sebagaimana yang diungkapkan ketua panitia 
pemilihan, Maming Genda,SH,MH bahwa : 
“Untuk panitia sendiri ada tujuh orang dan di SK kan oleh BPD 
kemudian, di regulasi juga saya lihat bisa menambah tapi bersifat 
penetapan dari panitia makanya  dulu kita ambil panitia karena tidak 
cukup dibanding desa yang lain yang pemilihnya hanya sekitar 700 
pemilih sedangkan Desa Ulo 4021 wajib pilih”.49 
Penambahan jumlah panitia dilakukan sendiri oleh internal panitia 
pemilihan Desa Ulo. Penambahan ini dibolehkan sejauh  tidak keluar dari 
koridor aturan yang telah ditetapkan oleh daerah. Oleh karena penambahan 
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dilakukan untuk lebih mengoptimalkan kinerja panitia pemilihan mengingat 
jumlah wajib pilih yang sangat banyak.  
Berikut nama-nama yang telah diSK-kan sebagai panitia pemilihan 
Desa Ulo : 
Tabel 4.11 
Daftar Nama-Nama Panitia Pemilihan Kepala Desa Ulo 
No Nama Jabatan 
1. Maming Genda,SH,MH Ketua 
2. Jamal Mirdat,S.Pd Sekretaris 
3. Sidarwati Bendahara 
4. Haslan Anggota 
5. Asriadi,S.Pd Anggota 
6. Colli,S.Pd Anggota 
7. Ayu Anggota 
     Sumber :BPD (Keputusan BPD Ulo Nomor 3 Tahun 2015) 
Susunan panitia dibentuk dan diambil dari Dusun yang berbeda-beda, 
ini merupakan upaya dari BPD agar melibatkan seluruh  elemen masyarakat 
yang tersebar diberbagai Dusun. Sehinggga penulis berkesimpulan bahwa 
dalam penentuan panitia telah dijalankan sesuai dengan prosedur, serta telah 
memberikan ruang bagi masyarakat di berbagai Dusun agar terlibat aktif  






b. Tahap Pencalonan  
  Kelancaran proses pemilihan calon kepala desa sangat ditentukan oleh 
sejauh mana panitia dapat melakukan penjaringan bakal calon menjadi calon 
serta tidak menutup ruang bagi siapa saja yang ingin mencalonkan yang telah 
memenuhi syarat sesuai dengan aturan yang berlaku. 
 Pada tahapan ini ada dua unsur elemen pokok yang harus dilewati oleh 
bakal calon yaitu pertama penjaringan dalam bentuk pengumuman dan 
penerimaan pendaftaran, kedua penyaringan dalam bentuk verifikasi dan 
klarifikasi berkas administratif.  Dalam penjaringan ini panitia pemilihan dituntut 
untuk mampu terbuka dalam hal penginformasian tentang mekanisme 
penerimaan bakal calon. Seperti yang diungkapkan  ketua panitia pemilihan 
Desa Ulo bahwa : 
“Kalau kita ini melaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan, mulai 
dari tahapan pengumuman siapa yang ingin mendaftar calon sampai 
ada bakal calon dan calon sampai ke pemilihan”.50 
Dalam Perjalanan proses pencalonan di Desa Ulo terdaftar  empat 
pasang Bakal calon. Dari tahapan ini kemudian keempat bakal calon tersebut 
berhak untuk mengikuti tes di Kabupaten. Setelah mengikuti tes di Kabupaten  
seluruh bakal calon dinyatakan lulus dan berhak maju dan berkompetisi dalam 
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pemilihan Kepala desa Ulo. Berikut nama-nama calon Kepala Desa Ulo  Kec. 
Tellu Siattingge. 
Tabel 4.12 
Daftar Nama-nama Bakal Calon Kepala Desa Ulo 
No Nama Tempat/Tgl 
lahir 











S.1 PNS Islam 







4. Hasanuddin Ulo/13 Feb 
1975 
SMA Honorer Islam 
Sumber : Dokumen Pemilihan (Berita Acara Hasil Rapat       Penetapan Bakal 
Calon Menjadi  calon) 
Gambaran Tahapan pencalonan di Desa Ulo sebenarnya sudah sangat 
baik, dan tidak ada indikasi kecurangan. Panitia telah bekerja sesuai dengan 
fungsinya mulai dari pengumuman, pendaftaran hingga penetapan calon 
seperti yang diungkapkan ketua BPD Desa Ulo Bahwa : 
“Panitia yang telah saya bentuk saya rasa telah menjalankan tugas dan 
fungsinya dengan baik”51 
BPD yang telah  membentuk panitia tentu sadar bahwa panitia yang 
dibentuk telah betul-betul menjalankan fungsinya dengan baik terlihat  dari 
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tahapan pencalonan ini tidak ada  konflik  yang muncul, seperti asumsi sebagian 
orang bahwa terkadang konflik pemilihan muncul akibat dari panitia yang tidak 
taat pada aturan atau menyimpang pada konstitusi yang telah ditetapkan. 
c. Tahapan Pemungutan Suara 
Pemberian suara dalam Pemilu merupakan wujud partisipasi dalam 
politik, kegiatan ini tidak sekedar hanya pemilih memberikan suaranya namun 
sebelumnya terdapat rangkaian proses mengapa seseorang memutuskan 
untuk berangkat ke TPS atau tidak.   
Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Ulo Kecamatan Tellu Siattinge 
melibatkan empat pasangan  Calon Kepala Desa  yakni, A.Muh.Sijid, 
Hasanuddin, HJ.A.Faridawati dan Muhammad Nawir. Masing-masing calon 
tentunya telah memiliki basis suara di tiap-tiap Dusun. Tinggal bagaimana 
masyarakat melakukan kewajibannya yakni memilih pemimpin mereka dalam 
skala Desa sekaligus sebagai  tolak ukur demokrasi di Desa dalam bentuk 
partisipasi politik.  
Pelaksanaan pemungutan suara  menjadi tahapan penentu dalam 
melahirkan pemimpin Desa yang baru, namun seringkali dalam pelaksanaan 
masih ada saja hambatan yang ditemui. Seperti pada hari pemungutan suara 
di Desa Ulo karena banyaknya pemilih sehingga waktu pencoblosan yang telah 





ditambah banyaknya pemilih yang baru muncul setelah namanya disebut 
berulang kali. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa Ulo, 
Faridawati,S.Sos bahwa : 
“Pada waktu itu pemilihan kepala desa (pemungutan suara) mulai jam 
8 pagi karena menurut aturan yang telah ditetapkan di kabupaten yakni 
mulai jam 8 pagi sampi jam 1 siang. Tetapi dalam pelaksanaannya di 
Desa Ulo diperpanjang sampai malam. Tentunya dengan kesepakatan 
para calon, dan alhamdulillah  pelaksanaan pemilihan aman dan 
lancar”.52 
Dari pernyataan Kepala Desa Ulo menggambarkan bahwa pelaksanaan 
Pemungutan suara telah berjalan sesuai dengan prosedur. Walaupun  waktu 
harus diperpanjang karena pertimbangan jumlah pemilih yang banyak juga 
masih banyak pemilih yang telah mengumpulkan undangannya tetapi belum 
menggunakan hak suaranya sehingga harus waktunya diperpanjang. 
Pernyataan Kepala Desa Ulo kemudian diperkuat oleh ketua panitia pemilihan, 
Maming Genda SH,MH yakni : 
“Kesepakatan  dalam aturan memang jam 8 sampai 13 tapi kita 
mewanti-wanti sampai jam 13.00 belum quorum maka kita perpanjang. 
Sampai dengan batas waktu yang ditentukan ternyata belum quorum  
kemudian  diregulasi juga menyatakan jumlah pemilih harus quorum 
berarti kita harus perpanjang dengan kesepakatan panitia dan calon. 
Sampai pada jam 23.30 Wita saksi dan calon meminta agar 
pemungutan suara diberhentikan dengan alasan tidak usah memanggil 
berkali-kali yang tidak ada orangnya. Tetapi sebelum ditutup panitia, 
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saksi dan calon harus bertanda tangan dulu. Itulah menjadi dasar panitia 
dikeluarkanlah berita acara penutupan”.53 
Penulis berkesimpulan bahwa walaupun waktu kemudian diperpanjang 
tetapi segala bentuk keputusan yang dikeluarkan panitia selalu melibatkan 
suara saksi calon dan calon sehingga keputusan panitia adalah kesapakatan 
bersama dan bukan keputusan sepihak dari panitia. Untuk itu dalam hal 
pelaksanaan pemungutan suara panitia telah bekerja sesuai dengan prosedur 
yang ada tanpa mementingkan kelompok tertentu. 
Selain daripada pelaksanaan pemilihan, penulis pada bagian 
sebelumnya telah memaparkan bahwa salah satu indicator demokrasi adalah 
bagaimana tingkat partisipasi masyarakat, tanpa terkecuali tingkat partisipasi 
pemilih di  Desa Ulo dan seberapa besar masyarakat yang menggunakan hak 
pilih mereka. Berikut hasil dari perhitungan suara  Desa Ulo 
Tabel 4.13 
Hasil Pelaksanaan Pemungutan Suara Kepala Desa Ulo 
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap 4021 Pemilih 
Jumlah Pemilih yang Datang Menggunakan Hak Pilih 2677 Pemilih 
Jumlah Pemilih yang Tidak Datang Menggunakan Hak Pilih 1344 Pemilih 
Jumlah Surat Suara 4417 Lembar 
Jumlah Surat Suara yang di Berikan Kepada Pemilih 2677 lembar 
Jumlah Surat Suara Yang Masuk 2677 lembar 
Jumlah Surat Suara yang Cacat atau Rusak - 
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Jumlah Surat Suara yang salah Coblos - 
Jumlah Suara yang dinyatakan  sah 2652 Lembar 
Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah 25 Lembar 
Sumber : Dokumen Pemilihan (Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala 
Desa Ulo) 
 
Hasil perolehan suara kemudian diumumkan dan disaksikan oleh saksi 
calon dan calon juga pemilih yang hadir pada saat itu. Jumlah surat suara yang 
masuk berdasarkan kalkulasi suara dari keempat pasangan calon.  
Berikut hasil perolehan suara empat pasangan calon Kepala Desa Ulo. 
Tabel XIV 
Perolehan Suara Masing-masing Calon Kepala Desa Ulo 
No Nama Calon  Jumlah Sura 
1. A.Muh. Sijid D, SH 613 
2. Hasanuddin 545 
3. HJ.A.Faridawati.S.Sos 809 
4. Muh.Nawir, SKM 685 
Sumber: Dokumen Pemilihan (Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Desa Ulo) 
 
Dari tabel diatas terlihat bahwa calon nomor urut 3 memperoleh suara 
terbanyak, dengan selisih suara hampir dua ratus. Dengan ini menghantarkan 
calon nomor urut 3 sebagai Kepala Desa Ulo terpilih. Sementara untuk tingkat 
partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya jika dihitung dari 





sekitaran 66 % wajib pilih yang menggunakan hak pilihnya. Sekali lagi ini 
merupakan penggambaran bahwa masyarakat  Desa Ulo telah mau terlibat 
dalam pengambilan keputusan politik dalam memilih pemimpin mereka di 
Desa. 
Tingginya partisipasi politik serta terselenggaranya pemilihan yang 
aman dan tertib mngindikasikan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 
Ulo sudah berjalan sesuai dengan prosedure, sebagaimana diungkapkan 
ketua BPD Ulo, Pihering S.Pd bahwa : 
“Pengawasan yang kami lakukan sampai selesai pemilihan, serta 
proses pemilihan kepala desa bagi saya aman juga panitia yang 
dibentuk telah menjalankan fungsinya dengan baik”.54 
 Seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan kalaupun 
ada keputusan yang tidak ada dalam aturan selalu melibatkan seluruh calon 
dalam keputusannya. Seperti hasil wawancara penulis dengan ketua panitia 
pemilihan menerangkan bahwa : 
“Saya jamin pemilihan kemarin sudah sangat demokratis, apapun 
keputusan yang panitia mau laksanakan pasti saya panggil orang. 
Penentuan DPT saja kami memakai layar LCD untuk diperlihatkan 
kepada masyarakat, sebelum DPT kan ada daftar pemilih sementara  
dan itu saya bagikan, saya katakan pada mereka silahkan dikoreksi, 
kalau ada yang tidak masuk silahkan ditambah. tapi tetap ada tenggang 
waktunya”.55 
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Setelah pemungutan suara dilakukanlah penetapan calon terpilih oleh 
panitia dengan dikeluarkannya berita acara. Tetapi setelah penetapan calon 
dibelakangan salah satu calon menggugat hasil pemilihan dengan alasan ada 
wajib pilih yang tidak menggunakan suaranya. Sementara  seluruh wajib pilih 
telah di data oleh panitia dan masuk dalam daftar pemilih tetap, seperti yang 
diungkapkan ketua BPD Ulo, mengemukakan bahwa: 
“Alasan mereka menggugat katanya ada diantara wajib pilih tidak 
mencoblos, tetapi menurut panitia, semua sudah ada surat 
panggilannya dan sudah dibagikan semua, tetapi mungkin undangan 
telah setor ke panitia  waktu itu, tiba giliran namanya dipanggil yang 
bersangkutan tidak muncul-muncul, sampai-sampai para panitia 
beberapa kali memanggil.56 
 
Sementara gugatan yang dilayangkan salah satu calon yang tidak 
menerima hasil pemilihan adalah sesuatu yang normal di Negara hukum setiap 
orang berhak untuk menyatakan keberatan jika dianggap diperlakukan tidak 
adil sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa 
Kabupaten Bone Drs.A.Haidar,M.M. 
“Dengan terlaksananya pemilihan ini hampir dikatakan sempurna 
karena hasilnya itu Alhamdulillah, kalaupun misalnya satu desa yang 
bermasalah, mengajukan keberatan tidak puas dengan hasil keputusan, 
itu hak mereka, tapi pelaksanaannya kita anggap sudah bagus”.57  
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Dari pernyataan penulis diawal bahwa ketakutan munculnya gugatan ini 
dikarenakan panitia yang tidak mengikuti prosedur ternyata tidak terbukti. 
Dapat penulis simpulkan bahwa pelaksaan pemilihan terkhusus di Desa ulo 
dari tahapan awal hingga akhir sudah sangat baik juga panitia sudah bekerja 
sesuai dengan aturan. Kalaupun ada gugatan oleh salah satu calon, hal 
tersebut baru muncul setelah penetapan. Jika calon tersebut menggugat hasil 
pemilihan berarti menggugat keputusannya sendiri , karena seluruh tahapan  
saksi calon dan calon selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tak lupa 
panitia selalu membubuhkan tanda tangan calon dalam setiap pengambilan 
keputusan.  
4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pilkades 
Selama Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak tentunya banyak 
faktor yang mempengaruhi baik itu faktor pendukung maupun penghambat. 
Faktor tersebut tentunya akan mempengaruhi keberlangsungan pemilihan 
mulai dari tahapan awal hingga ditetapkannya calon terpilih. Dalam melaihrkan 
pemilihan yang demokratis tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada 
beberapa faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang 







4.2.2.1. Faktor Pendukung 
Selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bone telah 
memperlihtkan hal positif. Keberhasilan pelaksanaanya itu terlihat dari 177 
Desa yang mengikuti Pilkades serentak dan kesemuanya itu dianggap telah 
berhasil dari sisi pelaksanaannya baik itu partisipasi masyarakat maupun 
keamanan serta kelancaran dalam pemilihan. Adapaun faktor pendukung 
sebagai berikut : 
1. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat 
Salah satu faktor yang sangat mendukung terlaksanannya pemilihan 
Kepala Desa yang demokratis di Kabupaten Bone adalah  tingginya tingkat 
partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin desa mereka. Partisipasi itu 
didorong oleh kesadaran individu untuk menggunakan hak pilih mereka. 
Disamping itu masih kentalnya hubungan kekerabatan di Desa membuat 
masyarakat merasa perlu untuk mengambil bagian dalam pesta demokrasi ini. 
Didorong oleh hubungan kedekatan membuat masyarakat secara sukarela 
membantu jalannya pemilihan bukan hanya datang untuk memilih, tetapi juga 
mambantu persiapan jelang pemilihan. Sebagaimana  yang diungkapkan 
ketua panitia pemilihan Desa Palakka. 
“Alhamdulillah kemarin pelaksanaan pemilihan sudah bagus tidak sama 
dengan yang dulu-dulu, kalau pemilihan umum kayanya masyarakat 
pasif tetapi kalau pemilihan Kepala Desa tidak, semangat untuk 





Alhamdulillah semangatnya bagus tidak sama dengan pemilihan calon 
legislatif”.58 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh mantan Kepala Desa Palakka selaku 
tokoh masyarakat selaku tokoh masyarakat di Desa tersebut, beliau 
mengemukakan bahwa : 
“Cukup tinggi kepeduliaannya masyarakat untuk mengikuti pilkades 
kemarin. Pertama masyarakat disini sudah menyadarai bahwa untuk 
memilih pemimpin desa itu betul-betul pemimpin yang yang langsung 
melayani masyarakat, menyentuh masyarakat, bisa memberikan 
pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa 
butuh yang namanya Pemilihan Kepala Desa”.59 
 
Semangat yang ditunjukkan pemilih di Desa palakka bukan Cuma 
datang memilih di TPS tetapi juga memberikan bantuan secara sukarela demi 
terselenggaranya pemilihan Kepala Desa yang diinginkan, serta dapat 
berlangsung lancar dan aman. 
“Alahamdulillah dari sisi transportasi masyarakat mendukung banyak, 
juga pada waktu pembuatan tempat pemilihan masyarakat banyak 
membantu, kemudian ada juga berbentuk partispasi dana yang masuk. 
Padahal panitia cuma menginformasikan  kepada masyarakat bahwa 
sekarang dananya sudah kurang, tetapi partisipasi sumbangsihnya 
masyarakat , Alhamdulillah direspon bagus”.60 
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Sementara secara umum tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bone 
yang menggunakan hak pilihnya juga sangat besar sebagaimana diungkapkan 
Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Bone. 
“Alhamdulillah kalau secara umum memang luar biasa partisipasi 
masyarakat, itu mencapai 80 persen”.61 
 
Berdasarkan beberapa pernyataan diatas mengenai tingginya 
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkades, ini berarti bahwa 
meningkatnya partisipasi pemilih berarti meningkatnya jumlah warga negara 
yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan pada rezim demokratis.  
Seperti yang diungkapkan Miriam Budiarjo. 
“Salah satu implementasi nilai demokrasi adalah partisipasi masyarakat 
dalam politik, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau 
kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, 
antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung 
atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). 
Bentuk dari pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam politik antara lain 
adalah partisipasi dalam pemilihan umum dan partisipasi untuk 
memprotes pemerintahan”62 
Tingkat partisipasi masyarakat ini kemudian menjadi barometer dalam 
menilai seberapa demokratis pemilihan Kepala Desa yang berlangsung di 
Kabupaten Bone. 
                                                          
61 Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Bone, pada 
tanggal 11 April 2016 pukul 14.46. WITA 







2. Besarnya Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkades 
 
Dalam konsep otonomi daerah, Pemerintah Daerah memegang peran 
sangat srategis dalam mengelola serta mengawasi seluruh aktifitas politik yang 
ada di daerahnya. Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan 
dalam Undang-Undang nomor 6 tentang Desa bahwa pelaksanaan pemilihan 
harus dilaksankan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten, sehingga 
Pilkades kemudian menjadi salah satu tugas Pemerintah Daerah. Dalam 
pelaksanaannya pemerintah daerah bukan sekedar sebagai penyelenggara 
tetapi sekaligus sebagai pengawas yang nantinya harus menjadi penengah jika 
dikemudian hari terjadi  konflik dalam Pilkades. 
Salah satu indikator yang menunjang pelaksanaan Pilkades di 
Kabupaten Bone adalah peran pemerintah daerah yang cukup pesar. Peran 
tersebut dimulai dari kesiapan awal Pemerintah Daerah dalam menggodok 
Peraturan Daerah (Perda) sebagai aturan turunan dari Permendagri 112 
sekaligus sebagai aturan teknis pelaksanaan Pilkades juga dalam 
pembentukan panitia serta pengawas tingkat Kabupaten. Dalam Pembahasan 
Perda tersebut, tidak tanggung-tanggung waktu yang diperlukan untuk 
membahasnya bersama DPRD sekitar  6 bulan, pembahasan yang cukup lama 
untuk aturan skala daerah. Tujuannya tentu agar nantinya aturan ini mampu 






“Mulai dari pembuatan perda itu kita lakukan uji public. Setelah uji public 
kita konsultasikan dengan biro hukum dikantor gubernur juga berembug 
dengan biro pemerintahan. Kemudian kita konsultasikan dengan 
kementerian dalam negeri Dirjen Bidang Pemerintahan Desa, inilah 
perda yang paling lama dibuat selama kabupaten bone, Perda no 1 
tahun 2015. Kenapa karena hampir 6 bulan diproses di DPR bolak-balik 
ke kementrian dalam negeri, saya 4 kali konsultasi dengan kementrian 
dalam negeri bersama dengan DPRD. Setelah ditetapkan di DPRD kita 
sosialisasikan lagi kemasyarakat bahwa mekanisme pemilihan seperti 
ini”. 63 
 
Kemudian dari sisi pengawasan Pemerintah Daerah (Pemda) telah 
melakukan persiapan yang cukup matang dalam mengawal hajatan demokrasi 
ditingkat desa ini. Salah satunya adalah pada tahapan persiapan dibentuklah 
tim pengawas, yang nantinya akan mengawasi jalannya pemilihan ditiap Desa. 
“Jadi tim di Kabuten itu bupati membentuk tim pemilihan dikabupaten 
kemudian ditiap Kecamatan ada tim pengawas tingkat Kecamatan, 
kemudian di desa ada tim pemilihan kepala desa, jadi pengawasan ini 
berjenjang”.64 
Peran Pemerintah Daerah dalam bentuk mengawal hajatan demokrasi 
ditingkat desa ini merupakan tugas pokok, sebagaimana juga telah 
diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 1 Tahun 2015, 
bahwa dalam melakukan pengawasan Bupati dapat membentuk tim dan/ atau 
mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. Pengawas yang dibentuk ini 
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kemudian bertanggung jawab kepada bupati dan terus berkoordinasi dengan 
panitia pemilihan Kabupaten. 
Ketua LSM Laskar Anti Korupsi juga mengungkapkan bahwa : 
“.Kalau pemerintah daerah sendiri cukup berperan karena disamping 
dia menurunkan  pengamanan dari kepolisian, juga dari satpol PP, 
kemudian, ada juga staf dari pemdes, kabag pemdes, kemudian dari 
kecamatan”.65 
 
Peran pemerintah daerah sebagai faktor pendukung terlaksananya 
Pilkades sebenarnya telah membuka iklim pemilihan yang demokratis di 
Kabupaten Bone. Mengingat bahwa  kontrol pemerintah menjadi faktor kunci 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk juga Pilkades. 
Sehingga  besarnya peran Pemda menjadi kekuatan tersendiri bagi Desa-desa 
untuk melaksanakan pemilihan yang bersih dan jauh dari penyimpangan, 
sehingga harapan dari pemilihan ini dapat melahirkan Kepala  Desa yang 
amanah dan berpihak pada kepentingan umum. 
4.2.2.2. Faktor Penghambat 
Berdasarkan dari pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Bone, sudah 
dapat dikatakan berjalan sesuai dengan aturan. Meskipun demikian masih ada 
hal yang perlu untuk diperbaiki sehingga pelaksanaan pemilihan pada 
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gelombang selanjutnya dapat berjalan tanpa hambatan. Adapun faktor yang 
menghambat jalannya pemilihan sebagai berikutt : 
1. Anggaran yang masih kurang. 
Dalam melaksanakan sebuah kegiatan atau  program pemerintah, 
anggaran menjadi hal yang pokok untuk dibahas dalam proses perencanaan 
kerja pemerintah. Selain sumber daya manusia Anggaran menjadi kunci utama 
berjalannya  sebuah program. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis 
Anggaran (pembiayaan) masih menjadi salah satu kendala sehingga 
pelaksanaan pemilihan  dirasa masih kurang optimal.  Masih ada panitia 
pemilihan yang mengakui bahwa terbatasnya dana yang ia miliki membuat 
tahapan menjadi sedikit terganggu. Seperti yang diungkapkan oleh ketua 
panitia pemilihan Desa ulo. 
“Kalau dari APBD tidak ada yang dikasi berupa uang tapi berupa 
logistic, kalau honor kan lain lagi alokasinya. namun honornya tidak 
seimbang, hanya panggilan moral namanya juga kita tinggal di Desa. 
Karena hanya 300 ribu selama proses. Namun kita selaku warga desa 
terpanggil bagaimana desa ini bisa berkembang”.66 
 
Dari pernyataan  ketua panitia Desa Ulo bahwa Honor yang diberikan 
pada panitia pemilihan hanya sekitar 300 ribu untuk semua tahapan. 
Sementara jika dihitung dari tahapan Persiapan, pencalonan hingga 
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pemungutan suara waktu yang dibutuhkan hampir 2 Bulan. Tentu biaya itu 
tidak cukup melihat kerja-kerja panitia yang cukup besar. Hal senada yang 
dikatakan oleh ketua panitia pemilihan Desa Palakka bahwa. 
“Cuma faktor keuangan agak kekurangan sedikit termasuk kendala 
yang agak rumit, Aplagi  ada TNI yang masuk itulah yang membuat kita 
bolak balik ke Bone dll “.67 
 
Pernyataan ketua panitia Desa Palakka memberikan gambaran pada 
penulis bahwa faktor biaya yang menjadi kendala dalam menyelesaikan 
berbagai urusan pemilihan. Seperti pada saat ada masalah yang tidak dapat 
dipecahkan oleh panitia tingkat Desa maka harus sesegera mungkin dibawa 
ke Bone (penyebutan Ibukota Kabupaten). Sementara jarak antara Desa 
Palakka dengan Ibukota Kabupaten ± 110 km. Jarak yang begitu jauh tentunya 
menghabiskan biaya yang tidak sedikit pula, belum lagi biaya transporasi, 
makan, serta biaya operasional lainnya. Permasalah anggaran tersebut harus 
segera dipecahkan oleh Pemerintah Kabupaten jika ingin dalam pelaksanaan 
pemilihan gelombang selanjutnya berjalan dengan lancar juga panitia dapat 
bekerja lebih optimal. 
2. Waktu Pemungutan suara di TPS 
Salah satu yang menjadi faktor penghambat keberhasilan jalannya 
pemilihan adalah masalah waktu pemilihan di TPS. Dalam Peraturan Bupati 
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nomor 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa waktu pelaksanaan pemungutan 
suara  dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 Wita dan jika 
belum quorum dapat diperpanjang sampai dengan pukul 14.00. tetapi 
pelaksanaannya dilapangan ditemukan kekuarangan, karena faktanya setiap 
desa memiliki jumlah DPT yang berbeda ada yang Cuma ratusan tetapi ada 
yang hingga ribuan DPT. 
.Seperti yang diungkapkan ketua panitia Desa Ulo, Maming 
Genda,SH,MH. 
“Kalau saya lihat kedepannya untuk tahap kedua kalau saya boleh 
berikan saran, ini kabupaten saya lihat dia pukul rata  semua Desa sisi 
keadilannya kurang baik itu dari segi dana, 4000 pemilih tentu tidak bisa 
disamakan dengan ratusan pemilih saja. Seharusnya tergantung dari 
banyaknya pemilih, sama dengan waktu Pemilihan.68 
.Dari hasil pelaksanaan pemungutan suara di Desa Ulo misalnya, 
panitia merasa kewalahan dengan waktu yang diberikan sementara jumlah 
DPT yang sangat banyak. Hal ini yang mendasari panitia Desa Ulo harus 
memperpanjang waktu pemilihan dengan kesepakatan semua calon. 
Sehingga penulis berkesimpulan waktu pelaksanaan tiap Desa tidak mesti 
harus semua disamakan. kebutuhan desa harus ditinjau kembali dari  sisi 
pembiayaan dan lamanya waktu pemungutan suara harus dibedakan. 
Contohya pada desa Ulo yang memiliki jumlah DPT 4000 tentu waktu yang 
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diperlukan akan lebih banyak dibandingkan dengan Desa yang memiliki DPT 
hanya ratusan. Jika ini dibiarkan bukan tidak mungkin akan ada perasaan iri 
oleh sebagian Desa yang memiliki jumlah DPT yang banyak tetapi waktu 
pelaksanaan dan anggarannya di sama ratakan. Pernyataan  ketua panitia 
Desa Ulo kemudian disadari oleh Kabag Pemerintahan Desa, beliau 
mengungkapkan bahwa : 
“Harapannya kita karena tahun ini juga ada pemilihan kepala desa 
gelombang kedua yang Insya Allah akan kita laksankan pada bulan 
oktober tahun ini dan paling lambat bulan 11. Jadi InsyaAllah kita akan 
laksankan kemudian hasil-hasil yang kita capai dalam gelombang 
pertama ini akan kita evaluasi, apa yang kurang kita perbaiki. Jadi kita 
sementara mengevaluasi hasil pilkades gelombang pertama, untuk kita 
jadikan acuan pada gelombang berikutnya”.69 
 
Sehingga harapan penulis faktor yang menghambat jalannya Pilkades 
ini dapat segera diselesaikan  oleh pemerintah daerah yang memiliki tugas 
sebagai penyelenggara serta pengawas pemilihan. Agar nantinya pada 
pemilihan berikutnya tidak ada lagi panitia tingkat desa yang mengeluh 
persolan waktu yang tidak  cukup, sehingga pelaksaan pemilihan disemua 
desa dapat berjalan secara optimal. 
 
                                                          
69 Hasi wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Bone, pada 






KESIMPULAN DAN SARAN 
1.1. Kesimpulan 
Peran Pemerintah Daerah menjadi posisi kunci dalam pelaksanaaan 
Pilkades serentak di Kabupaten Bone. Jika dilihat dari fungsi ganda  yang 
dimiiki Pemerintah Daerah yakni  sebagai penyelenggara sekaligus pengawas 
pemilihan, berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu melaksanakan  
pemilihan yang Langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil sesuai 
dengan tuntutan demokrasi. Luasnya daerah Kabupaten Bone ditambah 
banyaknya desa yang melakukan pemilihan menjadi tuntutan besar bagi 
Pemerintah Daerah untuk menyukseskan pemilihan diseluruh wilayah 
kabupaten.  
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis berdasrkan dari hasil 
penjabaran pembahasan pada bab sebelumnya maka berikut kesimpulan yang 
dapat dikemukakan oleh penulis. 
1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bone telah 
berjalan dengan aman dan tertib, serta tidak ada konflik yang muncul 
pasca pemilihan. Sementara  tingkat partisipasi masyarakat yang 
datang memilih ke TPS jika dihitung dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) 





Bone telah menunjukkan kesadaran berdemokrasi mereka melalui 
partisipasi politik dalam bentuk suara, juga didorong oleh kepedulian 
masyarakat dalam  memilih pemimpin mereka di Desa. Sementara hasil 
pelaksanaan dari kedua desa yang di jadikan Sampel oleh penulis 
sebagia berikut : 
a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Palakka 
dari  tahapan Persiapan, pencalonan hingga pemungutan suara 
dapat penulis simpulkan bahwa telah berjalan sesuai dengan 
prosedur. Dilihat dari  tahapan persiapan dalam penentuan panitia 
pemilihan telah dimusyawarakan bersama seluruh elemen Desa. 
Sementara pada tahapan pencalonan juga seperti demikian 
panitia telah menjalankan fungsinya yakni membuka peluang bagi 
seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat serta melakukan 
penjaringan verifikasi berkas dan ujian tertulis dan pada tahapan 
pemungutan suara berjalan dengan aman dan lancar serta 
masyarakat yang menggunakan hak suaranya ± 70%. Angka yang 
sudah cukup mapan jika diukur dari tingkat partisipasi masyarakat 
dalam memilih pemimpin Desa mereka. 
b. Pelaksanaan Pilkades di Desa ulo, penulis melihat bahwa 
kepanitian dalam menjalankan seluruh tahapan telah 
melaksanakan sesuai dengan procedur dan aturan yang berlaku. 





dimana BPD diberikan amanah untuk membentuk telah bekerja 
sangat demokratis dengan melibatkan seluruh perwakilan dusun 
untuk menjadi panitia. Sementara pada tahapan pencalonan juga 
sudah berjalan sesuai dengan prosedur dimana panitia 
memberikan kebebasan  pada masyarakat  yang telah memenuhi 
syarat pencalonannya. Begitupula pada tahap pemungutan suara 
panitia telah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dimana 
pada setiap pengambilan keputusan selalu melibatkan calon dan 
saksi calon, sementara untuk tingkat partisipasi masyarakat yang 
menggunakan hak pilihnya di TPS ± 65% dihitung dari daftar 
pemilih tetap .  
2. Adapun faktor yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan pemilihan 
Pilkades serentak adalah faktor pendukung dan penghambat. Untuk 
faktor pendukung seperti tingginya tingkat partisipasi masyarakat dan 
peran pemerintah daerah. Sementara untuk faktor penghambat seperti 
anggaran yang kurang memadai dan waktu pemungutan suara di TPS. 
Faktor pendukung dan penghambat inilah yang menjadi kekuatan 
sekaligus kelemahan Pilkades Serentak yang berlangsung di Kabupaten 
Bone. Apabila kedua faktor ini ditanggapi serius oleh pemerintah  sebagai 
bahan evaluasi maka pelaksanaan pemilihan pada gelombang 







Berangkat dari kesimpulan diatas dengan mempertimbangkan 
beberapa Faktor pendukung dan penghambat semoga dapat di evalusi 
kembali hasil pelaksanaan Pilkades serentak sehingga pelaksanaan Pilkades 
pada gelombang berikutnya dapat berjalan lebih baik lagi dan tanpa merugikan 
pihak manapun. 
Untuk itu penulis merekomendasikan beberapa saran dalam penelitian ini 
sebagai berikut : 
1. Pemerintah Perlu mengevaluasi kembali pelaksanaan Pilkades 
serentak juga mereview kembali peraturan daerah yang dijadikan acuan 
dalam penyelenggaraan pemilihan. 
2. Faktor yang menghambat jalannya pemilihan adalah faktor biaya dan 
waktu pemungutan suara di TPS, sehingga pemerintah daerah perlu 
memikirkan kembali pembiayaan pemilihan Kepala Desa harus sesuai 
dengan Kondisi geografis (jarak Desa ke Ibukota kabupaten) dan waktu 
pemungutan suara di TPS harus mempertimbangkan jumlah penduduk 
Desa. 
3. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak diperlukan 
pengawasan dari pemerintah yang lebih komprehensif dan independen 
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